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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam sebuah hadis qudsî, di antara perawinya Imam Muslim, Allah
menegaskan:
 :لاق هنأ لىاعتو كرابت اللها نع ىور اميف ،ملسو هيلع اللها ىلص بينلا نع ،رذ بيأ نع» نيإ يدابع اي
ملسم هاور) اولماظت لاف ،امرمح مكنيب هتلعجو ،يسفن ىلع ملظلا تمرح(1
Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman buat diri-Ku dan
juga mengharamkannya diantara kalian. Karena itu, jangan saling menzalimi…
Hadis ini merupakan bentuk lain dari penegasan bahwa Allah itu Maha
Adil. Dalam berbagai ayat juga ditemukan penegasan yang sama, di antaranya
terdapat dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 18:
 ولوأو ةكئلالماو وه لاإ هلإ لا هنأ اللها دهشالإ لا طسقلاب امئاق ملعلاميكلحا زيزعلا وه لاإ ه
Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia (yang berhak disembah),
Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga
menyatakannya). Tak ada Tuhan selain Dia (yang berhak disembah), Yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Sehubungan dengan ayat ini, M. Quraish Shihab menyebut bahwa kata
‘adl ketika dinisbahkan kepada Allah berarti “memelihara kewajaran atas
1 Muslim bin al-Ḥajjâj Abû al-Ḥusayn al-Qusyayrî al-Naysâburî (selanjutnya disebut
Muslim, w. 261 H), al-Musnad al-Shaḥîḥ al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilâ Rasûlillâḧ
Shallâllaḧ ‘Alayḧ wa Sallam (Shaḥîḥ Muslim), Pen-taḥqîq: Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî,
(Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Juz 4, hlm. 1994.
2berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan
rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.2
Keadilan Allah dapat dilihat sejak penciptaan dan pengaturan makhluk-
Nya. Allah mengutus rasul untuk menyampaikan agama yang adil.3 Para nabi
diutus juga untuk menegakkan keadilan.4 Ia menyuruh manusia untuk menjadikan
keadilan sebagai fondasi dasar semua aktifitas dan hubungan mereka. Hal itu
merupakan tujuan fundamental yang tak terhalangi oleh kepentingan individu atau
golongan, termasuk kerabat dan kepentingan pribadi sekalipun.5 Keadilan itu
sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekadar acuan etika atau dorongan moral
belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dihitung
sebagai amal perbuatan seorang Muslim pada hari perhitungan kelak.
Dalam penciptaan, misalnya, Ia menjadikan makhluk berpasangan; lelaki-
perempuan, kaya-miskin, kuat-lemah, besar-kecil dan sebagainya.6 Kata yang
digunakan untuk penyebutan pasangan itu dalam al-Qur’an adalah zawj, yang
secara bahasa berarti tidak tunggal. Penyebutan zawj pada ketidak-tunggalan itu
berlaku untuk keduanya; teman dari yang tunggal (al-fard al-ladzî laḧû qarîn).7
Karena itu, keadilan Allah mengkondisikan makhluk-Nya, terutama manusia
sebagai makhluk terbaik, untuk hidup berpasangan; lelaki-perempuan.
2 Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan
Allah berkonsekuensi bahwa rahmat Allah Swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu
dapat meraihnya. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 116.
3 QS. al-An'âm [6]: 115.
4 QS. al-Syûrâ [42]: 15, al-A'râf [7]: 29, dan al-Naḥl [16]: 90.
5 QS. al-Nisâ` [4]: 135 dan al-Mâ`idaḧ [5]: 8.
6 Lihat di antaranya: QS. al-Ra'd [13]: 3, Yâsîn [36]: 36, al-Syûrâ [42]: 11, al-Zukhruf
[43]: 12, al-Dzâriyât [51]: 49, al-Najm [53]: 45.
7 Muḥammad bin Mukram bin ‘Alî Abû al-Fadhl Jamâl al-Dîn Ibn Manzhûr (selanjutnya
disebut Ibn Manzhûr, w. 711 H), Lisân al-'Arab, (Beirut: Dâr Shâdir, 1414 H), Juz 2, hlm. 291.
3Sebagai kodrat alami, menikah memiliki kesamaan dengan berbagai kodrat
alami lainnya, seperti bernafas, makan dan minum. Artinya, ia merupakan sesuatu
yang dicenderungi, karena ada unsur “menyenangkan”, dan sesuatu yang
dibutuhkan, untuk memelihara kelangsungan eksistensinya, yang tanpa disuruh
pun akan dilakukan manusia. Karena itu, substansi perintah yang terdapat di
dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 3,8 menurut al-Thabarî (w. 310 H), pada dasarnya
bukanlah suruhan untuk menikah. Melainkan bimbingan (ta`dîb, irsyâd dan i’lâm)
dalam penyaluran kecenderungan dan kebutuhan itu.9
Pada hakikatnya, menikah adalah pilihan yang sesuai dengan fitrah
kemanusiaan (sunatullah)10 dan kondisi paling adil bagi manusia. Ke arah itulah
manusia digiring Allah lewat aturan sebagai fitrah-Nya yang tidak mengalami
perubahan.11 Karenanya, logis bila Rasul Saw mengatakan bahwa menikah itu
adalah sunnahnya, dan orang yang tidak mengikuti sunnahnya, tidak termasuk
8 Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
9 Muḥammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghâlib al-Amilî Abû Ja’far al-Thabarî (w.
310 H), Jâmi' al-Bayân fî Ta`wîl Ây al-Qur`ân, Pen-taḥqîq: Aḥmad Muḥammad Syâkir, (t.tp.:
Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2000), Juz 7, hlm. 547.
10 Dalam khazanah bahasa Arab, kata al-Sunnah mengandung pemahaman jalan yang
harus dilalui untuk sesuatu yang baik. Lihat: Muḥammad al-Âmîn bin Muḥammad al-Mukhtar bin
‘Abd al-Qâdir al-Jaknî al-Syanqîthî (w. 1393 H), al-‘Adzb al-Namir Min Majâlis al-Syanqithî fi al-
Tafsir, Pen-taḥqîq: Khalid bin ‘Utsman al-Sabt, (Makkah: Dâr ‘Alim al-Fawa`id li al-Nasyr wa al-
Tawzî’, 1426 H), Juz 5, hlm. 6.
11 QS. Al-Rûm [30] ayat 30: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.
4umatnya.12 Islam sebagai agama fitrah harus dipahami sebagai agama yang
memihak kepada natur manusia; tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan.
Dalam banyak hal, pembicaraan tentang konsep keadilan sangat erat
asosiasinya dengan keadilan hukum. Di dalam al-Qur’an sendiri, jika terdapat
perintah berbuat adil, hampir selalu tertuju pada berbuat adil di bidang hukum
(iqâmat al-ḥaqq ‘alâ shâḥibiḧ).13
Sejalan dengan tuntutan fundamental Islam, tauhid, keadilan hukum lebih
bermakna “sesuai dengan kehendak Allah”. Seorang hakim, baru disebut adil
kalau ia memutus sesuai kehendak Allah. Para justiciabellen (pencari hukum)-pun
harus “puas” dan menerima putusan, yang didasarkan pada kehendak Allah,
sebagai sebuah keadilan. Sebab, hal itulah yang dikehendaki oleh berbagai nash
al-Qur’an.14
Semua persoalan, termasuk aturan perbuatan manusia, ada penjelasannya
dalam al-Qur’an, di antaranya disebutkan dalam surat Yûsuf [12] ayat 111.15 Titah
Allah dalam al-Qur’an, terutama yang berkaitan dengan hukum ‘amalîyaḧ,
dijelaskan Rasul dalam Sunnah-nya sebagaimana disebutkan pula dalam surat al-
Naḥl [16] ayat 44.16 Namun al-Qur’an bukanlah kitab hukum dalam pengertian
12 Ibn Mâjaḧ Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Yazîd al-Qazwaynî (selanjutnya disebut Ibn
Mâjaḧ, w. 273 H), Sunan Ibn Mâjaḧ, Pen-taḥqîq: Syu’ayb al-Arna`uth, dkk., (t.tp.: Dâr al-Risâlaḧ
al-‘Âlimîyaḧ, 2009), Juz 3, hlm. 54.
13 Lihat di antaranya QS. al-Mâ`idaḧ [5] ayat 8, al-A'râf [7] ayat 29, al-Naḥl [16] ayat 90,
al-Nisâ` [4] ayat 58 dan 135, dan surat al-Ḥujurât [49] ayat 9.
14 QS. al-Nisâ` [4] ayat 65, artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya)
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
15 Artinya: ... (Al-Qur`an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan
(kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman.
16 Artinya: ... Dan Kami turunkan al-Qur`an kepadamu, agar engkau menerangkan kepada
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.
5ahli fikih. Sebab ia hanya mengandung norma hukum berupa titah dalam bentuk
suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang semakna. Untuk “menurunkannya”
jadi hukum-hukum parsial aplikatif (menurut istilah fikih) diperlukan usaha
pemahaman dan penelusuran yang secara teknis disebut dengan ijtiḧâd.17
Ijtiḧâd pada dasarnya bermakna pengerahan maksimal daya nalar fâqiḧ
untuk menghasilkan hukum syarak ‘amalîyaḧ zhannî dengan cara istinbâth.18 Ia
bisa disebut sebagai sumber hukum yang bersandar pada kebenaran ‘aqlîyaḧ, tapi
tetap mengacu kepada sumber-sumber naqlîyaḧ.19 Ijtiḧâd sama sekali tidak dapat
dilakukan terhadap masalah yang ada dalil qath’î-nya; hukum yang dihasilkan
dari dalil itu pun qath’î.20 Mengenai hal ini dikemukakan kaidah:
صنلا دروم في داهتجلال غاسم لا.21
17 Ijtiḧâd sendiri dilakukan mengikuti kaidah yang kemudian disebut ilmu ushul fikih.
Ushul fikih sendiri juga dipakai untuk mengkaji kesesuaian aktifitas atau kebiasaan dengan dalil
syarak. Menurut jumhur, objek ushul fikih adalah menurunkan dalil jadi formulasi hukum dan/atau
mengukuhkan hukum dengan dalil. Lihat: Sa’d al-Dîn Mas’ûd bin ‘Umar al-Taftâzânî al-Syâfi’î
(w. 791 H), Syarḥ al-Talwîḥ ‘Alâ al-Tawdhîḥ li Matn al-Tanqîḥ fî Ushûl al-Fiqḧ, Pen-taḥqîq:
Zakarîyâ ‘Imârat, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1996), Juz 1, hlm. 37. Muḥammad bin ‘Alî
bin Muḥammad al-Syawkânî (w. 1250 H), Irsyâd al-Fuḥûl Ilâ Taḥqîq al-Ḥaqq Min ‘Ilm al-Ushûl,
Pen-taḥqîq: Aḥmad ‘Izz ‘Inâyah, (Damaskus: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1999), Juz 1, hlm. 23.
18 Tâj al-Dîn ‘Abd al-Waḧḧâb bin ‘Alî al-Subkî (728-771 H), Jam’ al-Jawâmi’ fi Ushûl
al-Fiqḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmîyaḧ, 2003), hlm. 118. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqḧ,
(Jakarta: Logos, 1999), Jilid 2, hlm. 224-226. ‘Alî bin Muḥammad al-Âmidî (551-631 H), al-
Iḥkâm fi Ushûl al-Aḥkâm, Pen-ta’lîq: ‘Abd al-Razzâq ‘Afifî, (Damaskus: Dâr al-Shâmi’î, 2003),
Juz 4, hlm. 197.
19 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Latifah Press
dengan Fakultas Syari'ah IAILM-Suryalaya, 2009), hlm. 52.
20 Umpamanya waris anak laki-laki = dua anak perempuan, berdasar surat al-Nisâ` [4]
ayat 11, dan waris saudara laki-laki = dua kali saudara peremuan, dinyatakan dalam surat al-Nisâ`
ayat 176. Keberadaannya sebagai dalil adalah pasti, karena ia adalah ayat al-Qur'an dan
penunjukannya terhadap hukum pun pasti, karena tidak memberikan alternatif pemahaman lain.
21 Muḥammad Mushthafâ al-Zuḥailî, al-Qawâ’id al-Fiqḧîyaḧ wa Tathbîqâtuḧâ fî al-
Madzâḧib al-Arba’aḧ, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), Juz 1, hlm. 499.
6Tidak ada peluang ijtiḧâd pada masalah yang sudah ditetapkan dengan nash.
Dengan demikian, ijtiḧâd hanya menemukan hukum masalah yang tidak
dijelaskan nash.22 Ketiadaan penjelasan itu terlihat dari dua segi:23 Pertama, tidak
ada ketetapan nash secara jelas dan langsung, seluruh atau sebagian.24 Kedua,
tidak ada aturan nash jelas, langsung dan menyeluruh, namun ada penjelasannya
secara tidak langsung25 atau bagiannya.26 Karena tidak jelas dan tidak langsung,
maka diperlukan ijtiḧâd.
Ijtiḧâd juga dilakukan pada masalah yang ada nash-nya tetapi tidak pasti
untuk masalah itu. Ketidakpastian itu terlihat dari keberadaannya sebagai dalil
22 Nash yang tidak ada peluang ijtiḧâd adalah al-Qur`an, Sunnah dan ijmâ’ yang termasuk
kelompok mufassar dan muḥkam dari sisi dalilnya. Sedang yang zhâhir dan nash, di mana ada
peluang penafsiran dan pentakwilan, jadi wilayah ijtiḧâd. Penunjukan dalil secara zhâhir adalah
yang maksudnya dapat dipahami secara langsung, tapi ada peluang bermakna lain. Penunjukan
dalil secara nash lebih jelas dari zhâhir karena ada qarînaḧ penjelasnya, tapi tetap ada peluang
takwil. Mufassar lebih jelas dari nash dan tidak ada peluang takwil. Muḥkam memiliki kepastian
makna tertinggi dan tidak ada peluang makna lain. Lihat: Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqâ` (w.
1357 H/1938 M), Syarḥ al-Qawâ'id al-Fiqḧîyaḧ, (Damskus: Dâr al-Qalam, 1989), Cet. Ke-2, hlm.
147. Di bawah 4 klasifikasi ini, ada 4 kategori dalil yang masuk lapangan ijtiḧâd, yaitu khafî,
musykil, mujmal, dan mutasyâbiḧ. Khafî adalah lafal yang tidak jelas maknanya dalam penerapan,
bukan pada lafal itu sendiri, seperti penerapan kata mencuri terhadap korupsi. Musykil adalah kata
yang mengandung makan lebih dari satu, seperti kata musytarak. Mujmal adalah lafal yang
mengandung banyak makna dan makna yang dimaksud hanya diketahui dari penjelasan
pembicara. Mutasyâbiḧ adalah lafal yang hampir tidak mungkin dipahami maknanya, seperti
huruf-huruf ḧijâ`iyyaḧ di awal surat. Lihat: Ḥâfizh Tsanâ`ullâḧ al-Zâhidî, Talkhîsh al-Ushûl,
(Kuwayt: Mansyûrât Markaz al-Makhthûthât wa al-Turâts wa al-Watsâ`iq, 1994), hlm. 21-22.
‘Abd al-Waḧḧâb Khallâf (w. 1375 H), ‘Ilm Ushûl al-Fiqḧ, (Mesir: Maktabaḧ al-Da’waḧ, t.th.),
Cet. Ke-8, hlm. 216.
23 Amir Syarifuddin, op.cit., Jilid 2, hlm. 287-288.
24 Umpamanya, hukum membukukan al-Qur'an dalam satu mushhaf. Al-Qur'an dan hadis
tidak menyuruh dan tidak melarang. Untuk menetapkan hukumnya diperlukan ijtiḧâd.
25 Penjelasan tidak langsung umpamanya hukum memukul orangtua, tapi ada larangan
mengucapkan kata-kata kasar (uf) terhadap orangtua. Meski secara tidak langsung kewajiban zakat
padi tidak ada dalam hadis (karena padi tidak populer sebagai makanan pokok pada waku Nabi),
namun secara tidak langsung dijelaskan dalam kewajiban zakat gandum.
26 Penjelasan sebagian, umpamanya memindahkan organ orang mati kepada orang hidup
(transplantasi), namun ada larangan merusak jasad orang mati dalam hadis Nabi.
7(wurûd-nya) dan penunjukannya terhadap hukum (dalâlaḧ-nya). Ketidakpastian
dalâlaḧ mengandung kemungkinan arti lain dari zhâhir. Hal ini terbagi tiga:
Pertama, zhannî al-wurûd, tapi qath’î al-dalâlaḧ.27 Kedua, zhannî al-dalâlaḧ, tapi
qath’î al-wurûd.28 Ketiga, zhannî al-wurûd dan zhannî al-dalâlaḧ.29
Salah satu persoalan yang tidak diatur oleh nash qath’î adalah masalah
nasab. Karena itu, ia merupakan permasalahan ijtiḧâdî. Di antara ayat yang dapat
dijadikan rujukan adalah surat al-Furqân [25] ayat 54 bahwa Allah menciptakan
manusia dari air dan kemudian memungkinkan mereka untuk memiliki
keturunan.30 Ayat itu mengindikasikan bahwa pada dasarnya nasab muncul akibat
percampuran sperma laki-laki (disebut ayah) dan ovum perempuan (disebut ibu)
sebagaimana terdapat dalam surat al-Insân [76] ayat 2.31 Ia muncul begitu tanda-
27 Contohnya hadis dari Syuraḥbil, menurut selain Muslim, tentang ucapan Ibn Mas’ûd
dalam kewarisan, “Saya menetapkan atas dasar ketetapkan Nabi; untuk seorang anak perempuan
setengah, untuk cucu perempuan seperenam untuk melengkapi dua pertiga dan selebihnya untuk
saudara perempuan”. Lihat dalam: Muḥammad bin Isma’îl Abû ‘Abdillâḧ al-Bukhârî al-Ja’fî
(selanjutnya disebut al-Bukhârî, w. 256 H), al-Jâmi' al-Shaḥîḥ (Shaḥîḥ al-Bukhârî), Pen-taḥqîq:
Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, dkk., (Kairo: al-Maktabaḧ al-Salafîyaḧ, 1400 H), Juz 4, hlm. 238.
Hadis ini aḥâd (zhannî al-wurûd), namun dalâlaḧ-nya qath’î. Bila diterima kebenarannya (wurûd-
nya), maka perhitungan kewarisan jadi pasti. Tapi karena wurûd-nya zhannî, timbul beda pendapat
dalam hukumnya.
28 Umpamanya surat al-Baqaraḧ [2] ayat 228: Istri-istri yang tertalak hendaklah ber-
‘iddaḧ selama tiga kali qurû’. Sebagai ayat, wurûd-nya qath’î, tapi zhannî al-dalâlaḧ; karena kata
qurû’ dapat berarti suci dan dapat pula berarti haid, hingga hukum darinya jadi berlawanan.
29 Umpamanya hadis dari ‘Â`isyaḧ, riwayat empat perawi selain al-Nasâ`î: Perempuan
mana saja yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Lihat dalam: Aḥmad bin ‘Alî bin
Ḥajar al-‘Asqalânî (773-852 H), Bulûgh al-Marâm min Adillaḧ al-Aḥkâm, Pen-taḥqîq: Samir bin
Âmîn al-Zhâḧirî, (Makkah al-Mukarramah: t.p., 2003), Cet. Ke-7, hlm. 297. Hadis ini zhannî al-
wurûd, karena aḥâd, juga zhannî al-dilâlaḧ, karena ada dua kemungkinan pemahaman, yaitu: tidak
sah nikahnya dan nikahnya baru sah bila telah diizinkan, meski tidak diakadkan walinya.
Konsekwensinya, hukum yang ditimbulkannya tidak pasti (zhannî).
30 Arti lengkap ayat itu adalah: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu
Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushâḧaraḧ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
31 Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur
yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia
mendengar dan melihat.
8tanda kehidupan anak mulai terlihat, tidak butuh permohonan dan putusan
hakim.32 Konsekwensinya, dapat dikatakan bahwa nasab dalam Islam itu bersifat
parental, bukan patrilineal.
Tetapi kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa hubungan nasab itu
bersifat kebapakan (patrilineal). Al-Sarakhsî (w. 483 H), misalnya, mendasarkan
pendapat itu pada ayat yang menyatakan bahwa Ismâ’il termasuk dari kaumnya
Ibrâḧîm (ayahnya), bukan dari kaumnya Ḥajar (ibunya). Di samping itu nasab
pada anak berfungsi sebagai penisbahannya kepada ‘rumah’ (al-bayt). Dalam hal
itu, ayah lah yang menjadi ashl rumah, bukan ibu. Apabila yang dimaksud adalah
kerabat, baru mencakup ayah dan ibu serta kerabat mereka.33
Hal itu juga diperkuat oleh, setidaknya, dua ayat lain, Pertama, surat al-
Aḥzâb [33] ayat 5 secara jelas menggunakan kata “panggillah mereka (anak-anak
angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”.34 Ayat ini jelas sekali
hubungannya dengan nasab atau penisbahan, setidaknya sisi sosiologisnya sebagai
pengenal. Kedua, surat al-Baqaraḧ [2] ayat 233 memakai kata “al-mawlûd laḧ”
32 Zayn al-Dîn bin Ibrâḧîm bin Muḥammad bin Nujaym al-Mishrî (selanjutnya disebut
Ibn al-Nujaym, w. 970 H), al-Baḥr al-Râ`iq Syarḥ Kanz al-Daqâ`iq, (t.tp.: Dâr al-Kitâb al-Islâmî,
t.th.), Juz 3, hlm. 184.
33 Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Saḧl Syams al-A`immaḧ al-Sarakhsî (selanjutnya
disebut al-Sarakhsî, w. 483 H), al-Mabsûth, (Beirut: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1993), Juz 5, hlm. 29. Lihat
juga: Abû Muḥammad Maḥmûd bin Aḥmad bin Musâ bin Aḥmad bin Ḥusayn al-Ghaytabî al-
Ḥanafî Badr al-Dîn al-‘Aynî (w. 855 H), al-Binâyaḧ Syarḥ al-Ḧidayaḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
’Ilmîyaḧ, 2000), Juz 13, hlm. 472. Ibn Nujaym, ibid., Juz 8, hlm. 507.
34 Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak
mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
9yang secara leksikal berarti “yang dilahirkan untuk atau baginya”.35 Makna ini
mengindikasikan bahwa anak dilahirkan untuk ayah dan, oleh karena itu, ayah
berkewajiban memikul tanggung jawab nafkah anak (yang dilahirkan untuknya)
dan ibu (yang melahirkan anak untuknya).
Lebih spesifik lagi tentang status seseorang (bisa masih anak-anak atau
sudah dewasa) yang secara biologis diketahui ayah (pemilik sel sperma) dan
ibunya (pemilik sel telur), tapi secara hukum mereka bukan pasangan yang sah
untuk melahirkan anak.36 Masalah ini lebih samar lagi dari masalah di atas.
Namun mayoritas ulama berkesimpulan bahwa anak yang lahir dari hubungan
zina dinasabkan kepada ibunya. Kesimpulan itu merujuk pada hadis popular, “al-
walad li al-firâsy”, dengan matan dari Muslim, sebagai berikut:
 َه :ٌدْعَس َلاَقَـف ،ٍمَلاُغ ِفي َةَعْمَز ُنْب ُدْبَعَو ،ٍصاَّقَو ِبيَأ ُنْب ُدْعَس َمَصَتْخا :ْتَلَاق اَهـََّنأ ،َةَشِئاَع ْنَع َاي اَذ
 َو ،ِهِهَبَش َلىِإ ُْرظْنا ،ُهُنْـبا ُهََّنأ ََّليِإ َدِهَع ،ٍصاَّقَو ِبيَأ ِنْب َةَبْتُع يِخَأ ُنْبا ِاللها َلوُسَر اَذَه :َةَعْمَز ُنْب ُدْبَع َلَاق
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص ِاللها ُلوُسَر َرَظَنَـف ،ِِهتَدِيلَو ْنِم ِبيَأ ِشَارِف ىَلَع َدِلُو ،ِاللها َلوُسَر َاي يِخَأ ،ِهِهَبَش َلىِإ
 :َلاَقَـف ،َةَبْتُِعب اًنِّـيَـب اًهَـبَش ىََأرَـف» ِل ُدَلَوْلا ،ُدْبَع َاي َكَل َوُه َاي ُهْنِم ِبيِجَتْحاَو ،ُرَجَْلحا ِرِهاَعِْللَو ،ِشاَرِفْل
 ُّطَق َةَدْوَس َرَـي ْمَلَـف :ْتَلَاق ،َةَعْمَز َتِْنب ُةَدْوَس(ملسم هاور) 37
35 Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
36 Untuk kasus seperti ini lazim disebut anak zina. Tapi untuk kondisi kekinian, kasus
tersebut tidak hanya muncul dari peristiwa zina yang dipahami secara konvensional, seperti bayi
tabung dengan sel sperma dan sel ovum dari orang yang tidak terika perkawinan yang sah,
makanya juga tidak otomatis terwakili oleh istilah anak zina.
37 Muslim, op. cit., Juz 2, hlm. 1080. Lihat juga hadis dengan substansi yang sama dalam:
Al-Bukhârî, op. cit., Juz 8, hlm. 153. Abu ‘Abdillâḧ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḧilâl
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Dari ‘Â`isyaḧ, dia berkata; Sa’ad bin Abî Waqqâsh bersengketa dengan ‘Abd bin
Zam’aḧ mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata: Ya Rasulullah, ini adalah
anak saudaraku, ‘Utbaḧ bin Abî Waqqâsh. Dia berpesan padaku bahwa ini
memang anaknya. Lihatlah kemiripannya (dengan saudaraku). ‘Abd bin Zam’aḧ
berkata: Ya Rasulullah, anak ini adalah saudaraku. Dia dilahirkan di ranjang
ayahku dari budak perempuannya. Kemudian Rasul Saw memperhatikan
kemiripannya, ternyata dia persis seperti ‘Utbaḧ. Lalu beliau bersabda: “Ini adalah
milikmu, wahai ‘Abd. Seorang anak bagi hubungan ranjang, sedang bagi palaku
zina adalah batu (penghalang). Karena itu, tetaplah kamu menutupkan tabirmu
terhadapnya wahai Sawdaḧ binti Zam’aḧ.” ‘Â`isyaḧ berkata: Anak tersebut pun
tidak pernah melihat Sawdaḧ lagi. (HR. Muslim).
Di antara argumentasi jumhur ulama adalah nasab kepada ibu berbeda
dengan ayah. Penyebab dasar nasab kepada ibu adalah unsur “keibuan”; hubungan
melahirkan-dilahirkan antara anak dengan ibunya (infishâl al-walad ‘anḧâ) atau
unsur melahirkan (al-wilâdaḧ),38 sebagaimana dimaksud dalam surat al-
Mujâdilaḧ [58] ayat 2.39 Peran ini tak tergantikan dan tidak diragukan bahwa anak
berasal darinya (dilahirkan dari rahimnya). Karena itu, ibu tidak pernah bisa
menafikan anak yang dilahirkannya, meskipun berasal dari hubungan zina.
Sementara nasab kepada ayah harus dibuktikan secara meyakinkan (disingkapkan;
bin Asad al-Syaybânî (164-241 H), Musnad al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, Pen-taḥqîq: Syu’ayb al-
Arna`uth dkk., Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1997), Juz 40, hlm. 103-105. Abû Dâwud Sulaymân
bin al-Asy’âts al-Sajastânî (w. 275 H), Sunan Abî Dâwud. Pen-taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Din
‘Abd al-Ḥamîd, (Beirut: Maktabaḧ al-‘Ashriyyaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 284. Aḥmad bin Syu’ayb Abû
‘Abd al-Raḥmân al-Nasâ`î (w. 303 H), al-Sunan al-Shughrâ li al-Nasâ`î, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-
Fattâḥ Abû Ghadaḧ, (Aleppo: Maktab al-Mathbû’ât al-Islâmîyaḧ, 1986), Juz 6, hlm. 180 dan 181.
Abû al-Ḥasan ‘Alî bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḧdi bin Mas’ûd bin al-Nu’mân bin Dînâr al-
Baghdâdî al-Dâruquthnî (w. 385 H), Sunan al-Dâruquthnî, Pen-taḥqîq: Syu’ayb al-Arna’uth, dkk.,
(Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2004), Juz 4, hlm. 485, dan Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî bin
Mûsâ al-Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-Bayḧâqî (w. 458 H), al-Sunan al-Kubrâ li al-
Bayḧâqî, Pen-taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003),
Juz 7, hlm. 677.
38
'Alâ` al-Dîn Abû Bakr bin Mas’ûd bin Aḥmad al-Kasânî (w. 587 H), Bada'i` al-
Shanâ'i` fî Tartîb al-Syarâ’i’, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1986), Juz 6, hlm. 242. Lihat juga:
Al-Sarakhsî, op.cit., Juz 10, hlm. 217.
39 Artinya: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istri-
istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah
perempuan yang melahirkannya...
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maksyûfaḧ).40 Indikasi utama nasab kepada ayah adalah adanya hubungan firâsy,
dan ia disepakati ada melalui tiga tindakan hukum, yaitu: nikah yang sah, nikah
fâsid, dan hubungan senggama karena ada syubhat nikah.41 Secara skematis,
hubungan nasab (anak sah) ini dapat digambarkan sebagai berikut:
GAMBAR I.1
SKEMA NASAB ANAK SAH
Pada kasus zina, laki-laki yang menghamili ibu dari seorang anak, secara
hukum bukanlah ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini, tidak ada masalah tentang
hubungan nasab anak dengan ibu dan kerabat ibunya. Sementara nasab terhadap
40 Ibn Nujaym, op. cit., Juz 4, hlm. 252.
41 Pada dasarnya penyebab nasab hanya dua, yaitu: nikah dan al-istîlâd. Termasuk dalam
kategori nikah, selain nikah shaḥîḥ, adalah nikah fâsid dan watha` syubḧaḧ. Sementara al-istîlâd,
yang secara bahasa berarti meminta anak, adalah tindakan hukum seorang laki-laki berupa
menjadikan budak perempuannya sebagai ibu dari anaknya. Sementara dasar penetapan nasab
yang paling dasar adalah firâsy. Di samping itu, ada beberapa dasar lain, tapi diperdebatkan ulama,
untuk penetapan nasab, seperti al-qiyâfaḧ (penentuan nasab oleh ahlinya, lewat identifikasi
kesamaan antara anak dengan orangtuanya), al-di’waḧ (menurut ulama Ḥanafîyaḧ, yaitu
pengakuan tuan bahwa semua anak yang dilahirkan budak perempuannya sebagai anaknya),
kehamilan, alat bukti, pengakuan (al-iqrâr, baik oleh ayah maupun oleh ahli waris lain, tapi
diperdebatkan kalau yang mengaku adalah anak), undian (al-qur’aḧ, tapi mayoritas ulama tidak
mengakuinya), informasi dari orang banyak (al-simâ’, ketika tidak ada alat bukti lain), putusan
hakim, dan berdasar gugatan al-ḥisbaḧ (sebagai wakil kanak-kanak). Lihat: Wizâraḧ al-Awqâf wa
al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, al-Mawsû’aḧ al-Fiqḧîyaḧ al-Kuwaytîyaḧ, (Kuwayt: Wizâraḧ al-Awqâf wa
al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 1427), Juz 40, hlm. 234-253.
FirâsyIbu Ayah
Anak
B
ern
a
sab
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ayah biologisnya, mayoritas ulama menyatakan anak tersebut tidak memiliki
hubungan nasab sama sekali, dengan segala konsekwensinya. Tapi, ada ulama
yang memberikan peluang untuk menasabkan anak zina itu kepada kedua
orangtua biologisnya, pasangan pelaku zina (bukan hanya kepada ibunya), yaitu
dengan melakukan pernikahan sebelum anak lahir.42 Di sini kelihatan bahwa yang
menjadi penentu keabsahan hubungan nasab itu tetap ikatan perkawinan.
Walau sifatnya kasuistis, juga ditemukan pasangan pelaku zina yang
mengakui anak hasil zina, sementara anak tersebut dilahirkan tidak dalam masa
perkawinan sah mereka. Pada kasus ini, ada dua kemungkinan: Pertama, anak
lahir ketika ibunya terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain.
Untuk ini, ulama sepakat bahwa hadis al-walad li al-firâsy di atas diterapkan apa
adanya, bahwa nasab anak tetap kepada suami sah ibunya. Sebab ibunya terikat
hubungan firâsy dengan suami sahnya itu, sementara hubungan firâsy disepakati
sebagai dasar penetapan nasab.43 Kedua, anak lahir dalam keadaan tidak memiliki
ayah hukum; bisa jadi karena ibunya tidak terikat perkawinan (tidak terikat firâsy)
atau di-li’ân oleh suaminya. Untuk kasus ini, jumhur ulama tetap membatasi
nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.
Ibn al-Qayyim (w. 751 H) mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu
anak hasil zina juga bisa dinasabkan kepada ayah biologisya. Ibn al-Qayyim juga
42 Di antara mereka adalah Imam Abû Ḥanîfaḧ dan muridnya Muḥammad bin Ḥasan al-
Syaybânî. Lihat: Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmûd Akmal al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ bin al-
Syaikh Syams al-Dîn bin al-Syaikh Jamâl al-Dîn al-Rûmî al-Bâburtî (w. 786 H), al-‘Inayaḧ Syarḥ
al-Bidâaḧ, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 3, hlm. 242. Juga: ‘Abd al-Raḥmân bin Muḥammad bin
Sulaymân Syaikhî Zadeḧ Afnâdî (w. 1078), Majma’ al-Anḧâr fî Syarḥ Multaqâ al-Abḧur, (t.tp:
Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Juz 1, hlm. 329.
43 Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn bin al-Qayyim al-
Jawzîyaḧ (selanjutnya disebut Ibn al-Qayyim, w. 751 H), Zâd al-Ma’âd fi Ḧady Khayr al-‘Ibâd,
(Beirut: Mu’assasaḧ al-Risâlaḧ, 1994), Juz 5, hlm. 368.
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tidak sendiri dan bukan orang pertama yang mengemukakan pendapat ini.
Terlebih dahulu pendapat ini telah dikemukakan oleh ‘Urwaḧ bin al-Zubayr (w.
94 H),44 Sulaymân bin Yasâr (w. 110 H),45 al-Ḥasan al-Bashrî (w. 110 H),46 dan
Isḥâq bin Râḧawayḧ (w. 238 H).47 Secara lengkap pendapat Ibn al-Qayyim itu ia
muat dalam kitabnya Zâd al-Ma’âd.48
44 Namanya ‘Urwaḧ bin al-Zubayr bin al-‘Awwâm bin Khuwaylid al-Qursyî al-Asadî
Abû ‘Abdillâḧ al-Madanî (w. 94 H). Dalam thabaqaḧ periwayatan hadis, ia termasuk tâbi'în
pertengahan. Gurunya antara lain ayahnya, saudaranya ‘Abdullâḧ, ibunya, Asmâ` binti Abî Bakr,
bibinya ‘Â`isyaḧ, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbâs, Abû Ḧurayraḧ, Zayd bin Tsâbit, al-Mughîraḧ bin
Syu’baḧ, Usâmaḧ bin Zayd, ‘Abdillâḧ bin al-Arqam, ‘Amr bin al-‘Âsh, Ibn ‘Amr bin al-‘Âsh,
Mu’âwiyaḧ bin Abî Sufyân dan sebagainya. Di antara muridnya adalah anak-anaknya (Yaḥyâ,
‘Utsmân, Ḧisyâm, dan Muḥammad), al-Zuḧrî, Shafwân bin Sâlim, Abû Salamaḧ bin ‘Abd al-
Raḥmân, ‘Alî bin Zayd bin Jad’an, Sulaymân bin Yasâr, Yazîd bin Khushayfah dan sebagainya.
Lihat: Abû al-Qâsim ‘Alî bin al-Ḥasan bin Ḧibatullâḧ Ibn ‘Asâkir (w. 571 H), Târikh Dimsyiq,
Pen-taḥqîq: ‘Umar bin Ghurâmaḧ al-‘Umariy, (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1995), Juz 40, hlm. 237-238.
45 Nama lengkapnya adalah: Sulaymân bin Yasâr al-Ḧilâlî Abû Ayyûb al-Madanî (w. 110
H). Ia adalah mawlâ Umm al-Mu’minîn Maymûnaḧ, tapi ada juga yang menyebut ia adalah mawlâ
(mukâtab) Umm Salamaḧ. Selain ‘Urwaḧ, gurunya adalah Zayd bin Tsâbit, Ibn ‘Abbâs, Abû
Ḧurayraḧ, Ḥassân bin Tsâbit, Jâbir bin ‘Abdillâḧ, Râfi’ bin Khâdij, Ibn ‘Umar, ‘Â`isyaḧ, Umm
Salamaḧ, Maymunaḧ dan sebagainya. Di antara muridnya adalah saudaranya, ‘Atha` bin Yasâr, al-
Zuḧrî, Bukayr bin al-Asyaj, ‘Amr bin Dînâr, ‘Amr bin Maymûn bin Miḧrân, Sâlim Abû al-Nadhr,
Rabî’aḧ al-Ra`y, Abû al-Aswad Yatîm ‘Urwaḧ, Ya’lâ bin Ḥâkim, Abû al-Zinâd dan sebagainya.
Lihat: Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Utsmân bin Qaymaz al-Dzaḧabî
(w. 748 H), Siyâr A’lâm al-Nubalâ`, Pen-taḥqîq: Syu’ayb al-Arna`uth, dkk., (t.tp.: Mu’assasaḧ al-
Risâlaḧ, 1985), Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 444-445.
46 Nama lengkapya adalah al-Ḥasan bin Yasâr Abû Sa’îd al-Bashrî (21-110 H). Ia
termasuk generasi tâbi'în terkemuka yang menjadi imam ahli Bashrah. Ia sangat popular dengan
sifat takwa dan memiliki pengaruh sangat kuat dalam perekembangan tasawuf. Ia lahir di Madinah
dan sampat bertemu dan belajar dengan sebagian sahabat. Kemudian ia menetap di Bashrah dan
sempat diangkat sebagai qâdhî oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz. Salah satu muridnya adalah Wâshil
bin ‘Atha`, orang yang disebut sebagai pendiri aliran Mu’tazilaḧ. Karena ketinggian ilmunya,
termasuk dalam kalam dan jadal, serta hubungan dengan Wâshil, sebagian orang juga
menganggapnya sebagai bagian dari golongan Mu’tazilaḧ. Lihat: ‘Âdil Nuwayḧidh, Mu’jam al-
Mufassirîn; Min Shadr al-Islâm wa Ḥattâ al-‘Ashr al-Ḥâdhir, (Beirut: Mu`assasaḧ
Nuwayḧidh,1988), Cet. Ke-3, Juz 1, hlm. 148.
47 Nama lengkapnya adalah Isḥaq bin Ibrâḧîm bin Makhlad bin Ibrâḧîm Abû Ya’qûb al-
Tamîmî al-Ḥanzhalî al-Marûzî (w. 237 H), dengan nmaa popular Ibn Râḧawayḧ. Ia popular
sebagai Imam dan pemuka para ḥâfizh, yang menguasai hadis fikih dan terkenal sebagai seorang
yang wara’ dan zuḧud. Para gurunya adalah Ḥammâd bin Usâmaḧ, Ibn ‘Uyaynaḧ, Mu’âdz bin
Ḧisyâm dan sebagainya. Sedang di antara muridnya adalah al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, al-
Nasâ`î, Aḥmad bin Ḥanbal, al-Firyâbî dan al-Dârimî. Lihat: Abû Saḧl Muḥammad bin ‘Abd al-
14
Menurut Ibn al-Qayyim hadis “al-walad li al-firâsy” tidak bisa diterapkan
pada kasus ini. Jumhur ulama sendiri tidak memiliki dalil berupa nash lain untuk
mendukung pendapat mereka. Penetapan nasab dalam hadis itu adalah ketika
terjadi perebutan nasab antara lelaki yang terikat firâsy dengan yang tidak ada
hubungan firâsy, dan dimenangkan yang ada hubungan firâsy. Hal itu sangat jelas
dari rentetan asbâb al-wurûd yang disebutkan dalam matan hadisnya. Secara
skematis, pola hubungan nasab dalam hadis tersebut terwakili oleh gambar 1.2.
Ibn Râḧawayḧ juga meriwayatkan hadis yang sama, di ujung hadis ia
menambahkan keterangan yang berasal dari ‘Â`isyaḧ, bahwa Nabi sama sekali
tidak mempertimbangkan kemiripan anak tersebut dengan ‘Utbaḧ, meskipun
dunia ini pecah.49 Al-Ḥasan al-Bashrî juga setuju dengan penasaban anak kepada
ayahnya, tapi dengan syarat ḥadd zina diterapkan. Sedang ‘Urwaḧ bin al-Zubayr
dan Sulaymân bin Yasâr menegaskan: “Laki-laki manapun yang mendakwakan
seorang anak adalah anaknya, yang mana ia telah berzina dengan ibu dari anak
tersebut, sementara tidak ada orang lain yang mengakui anak itu sebagai anaknya,
anak tersebut adalah anaknya”.50
Dari perspektif anak sendiri, nasab dengan segala konsekwensinya adalah
hak yang mesti mereka terima sebagai akibat kelahiran. Ia menjadi dasar bagi
berbagai hak lain, yang menjadi kewajiban orangtua, seperti hak ḥadhânaḧ,
Raḥmân al-Mighrawî, Mawsû’aḧ Mawâqif al-Salaf fî al-‘Aqîdaḧ wa al-Minḧâj wa al-Tarbîyaḧ,
(Kairo: al-Maktabaḧ al-Islâmîyaḧ li al-Nasyr wa al-Tawzî’, t.th.), Juz 3, hlm. 448.
48 Ibn al-Qayyim, op.cit., Juz 5, hlm. 381.
49 Abû Ya’qûb Isḥaq bin Ibrâḧîm bin Makhlad bin Ibrâḧîm al-Ḥanzhalî al-Marûzî bin
Râḧawayḧ (w. 238 H), Musnad Isḥaq bin Râḧawayḧ, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Ghafûr bin ‘Abd al-
Ḥaqq al-Bulûsî, (Madinah: Maktabaḧ al-Aymân, 1991), Juz 2, hlm. 218-219.
50 Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz 5, hlm. 381.
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nafkah, perwalian, waris dan sebagainya.51 Secara natural, tidak ada manusia yang
lahir tanpa ayah, kecuali Nabi Âdam dan Nabi ‘Îsâ. Karena itu, ketika sudah
diketahui (ditetapkan) ibunya, anak berhak mengetahui (ditetapkan) siapa
ayahnya. Dari sisi ini, pendapat yang dikemukakan Ibn al-Qayyim justru
mendapat tempat yang lebih kuat.
Meski demikian, pendapat Ibn al-Qayyim harus ditempatkan dalam
kerangka pemikirannya secara konprehensif. Tidak bisa dipahami bahwa dia
mencoba melegalkan hubungan zina. Sebab secara tegas ia menyatakan bahwa
para pelaku zina harus dikenai sanksi zina, sesuai dengan yang ditetapkan Allah
dan Rasul-Nya.52 Dalam keadaan tertentu, khususnya liwâth, Ibn al-Qayyim justru
menawarkan hukuman mati bagi para pelakunya.53
Berkaitan dengan hal ini, dalam peraturan perundangan Indonesia konsep
nasab anak terwakili oleh istilah anak sah, yang aturan utamanya terdapat dalam
Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
Aturan ini dipertegas dalam Pasal 99 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991
Tentang KHI, yang menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah: a. anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri
yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Dalam hal ini, sangat
51 Bandingkan dengan: Waḧbaḧ al-Zuḥaylî (w. 1436 H), al-Fiqḧ al-Islâmî wa Adillatuḧ,
(Beirut: Dâr al-Fikr, 1985), Cet. Ke-2, Juz 7, hlm. 718.
52 Pembicaraan panjang lebar Ibn al-Qayyim tentang ḥadd zina ini dapat dilihat dalam:
Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz 5, hlm. 26-40. Ibn al-Qayyim, al-Da` wâ al-Dawâ`, Pen-taḥqîq:
Muḥammad Ajmal al-Ishlâḥî, (Jeddah: Majma’ al-Fiqḧ al-Islâmî, 1429 H), hlm. 376-382.
53 Pembicaraan Ibn al-Qayyim tentang sanksi liwâth dan juga zina, lihat dalam: Ibn al-
Qayyim, al-Jawâb al-Kâfî li Man Sa`al ‘an al-Dawâ` al-Syâfî aw al-Da` wâ al-Dawâ`, (Maroko:
Dâr al-Ma’rifaḧ, 1997), hlm. 168-180.
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terkesan kalau rumusan ini diadopsi dari pendapat Imam Abû Ḥanîfah di atas.
Namun demikian, peraturan perundangan Indonesia tidak membuka celah
pengesahan anak yang berasal dari nikah fâsid dan watha` syubhat, yang oleh para
ulama disepakati sebagai anak sah.
Sementara itu, tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut MK)54 melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, menetapkan
bahwa anak biologis mempunyai hubungan darah dan perdata dengan keluarga
ayahnya, kalau dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain. MK mengabulkan sebagian permohonan Aisyah (Machica
Mohtar) dalam uji materi, khususnya Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
Ayat itu dinyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni
kalau dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Anak yang dilahirkan diluar perkawinan (anak biologis) yang dimaksud
putusan MK menjangkau anak-anak tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974.
Jika menggunakan paradigma ulama tentang nasab di atas, yang dimaksud anak
luar kawin dalam putusan MK ini adalah mereka yang dilahirkan sebagai akibat
dari perzinaan serta nikah fâsid dan watha` syubhat yang selama ini tidak
mendapat pengaturan spesifik. Pendapat Ibn al-Qayyim hanya tertuju pada anak
54 Dasar fundamental MK adalah perubahan Ketiga UUD 1945. Pada Pasal 24 ayat (2)
dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”. Lebih lengkap lihat dalam: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 204-205.
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hasil zina bikr dengan bikraḧ dan lelaki muḥshan dengan perempuan bikraḧ
selama tidak lebih empat orang, sementara putusan MK mencakup lebih luas dari
itu. Ia juga menjangkau zina yang dilakukan oleh lelaki bikr dengan perempuan
muḥshanaḧ dan muḥshan dengan muḥshanaḧ, yang dalam perspektif Ibn al-
Qayyim sudah jelas tidak sah. Jangkauan putusan MK ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
TABEL I.1
CAKUPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
No Penyebab Kelahiran Anak Kategori
1. Nikah tanpa wali
Nikah fâsid
2. Nikah tanpa saksi
3. Nikah dengan perempuan yang dalam masa idah
4. Nikah mut’aḧ
5. Nikah taḥlil
6. Nikah sirrî55
7. Nikah tanpa persetujuan calon istri
8. Menggauli istri yang ditalak tiga Watha` syubhat56
(Syubhaḧ fi al-fi’l)9. Menggauli perempuan yang sedang menjalani ‘iddaḧ (bâ`in)karena khuluk
10. Menggauli perempuan yang ditalak bâ`in dengan
menggunakan lafal kinâyaḧ
Watha` syubhat57
(syubhaḧ fi al-
maḥal)11. Watha’ dengan imbalan (pelacuran)
12. Perkosaan Zina
55 Nikah sirrî adalah perkawinan yang dilakukan tanpa memberi tahu orang banyak. ‘Alî
bin Muḥammad bin ‘Alî al-Zayn al-Syarîf al-Jurjânî, (w. 816 H), al-Ta'rîfât, (Beirut: Maktabaḧ
Lubnân, 1985), hlm. 315. Muḥammad 'Abd al-Ra`ûf al-Munâwî (w. 1031 H), al-Tawfîq 'alâ
Muḧimmât al-Ta'ârîf, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1410 H), hlm. 710.
56 Selain dua kasus ini, dalam wacana fikih masih ada beberapa kasus lain yang termasuk
kategori watha` syubḧaḧ fi al-fi’l, tapi tidak terlihat relevansinya untuk kondisi kekinian. Kasus
yang dimaksud adalah: menggauli budak ayah, menggauli budak ibu, menggauli budak istri,
menggauli budak perempuan yang telah dimerdekakan dan sebelumnya telah digauli, menggauli
budak perempuan yang telah dinikahi oleh budak laki-laki, menggauli budak yang sedang
dijadikan sebagai jÂmînan, kalau digauli oleh penerima jÂmînan.
57 Selain dua kasus ini, dalam wacana fikih masih ada beberapa kasus lain yang termasuk
kategori watha` syubḧaḧ fi al-maḥl, tapi tidak terlihat relevansinya untuk kondisi kekinian. Kasus
yang dimaksud adalah: menggauli budak anak, penjual menggauli budak perempuan yang telah
dijual, tapi masih berada di tangannya, menggauli budak yang dimiliki oleh beberapa orang,
menggauli budak yang dijadikan rungguhan di tangan penerima rungguhan.
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13. Zina bikr dengan bikr
14. Zina lelaki bikr dengan perempuan muḥshanaḧ (selingkuh,
gigolo, pelacuran)
15. Zina perempuan bikr dengan lelaki muḥshan (selingkuh,
gigolo, pelacuran)
16. Zina lelaki muḥshan dengan perempuan muḥshanaḧ
(selingkuh, gigolo, pelacuran)
17. Bayi tabung tanpa ikatan perkawinan
Tabel di atas memperlihatkan betapa luasnya jangkauan putusan MK
tersebut. Untuk kategori nikah fâsid dan watha’ syubhat, jelas putusan MK itu
sangat membantu dalam penentuan nasab dan orang yang bertanggung jawab
terhadap anak. Sebab selama ini tidak ada landasan hukum tegas penetapan
hubungan darah mereka dengan orangtua biologisnya, yang di dalam pandangan
ulama fikih hal itu adalah sah sebagai anaknya. Dalam hal ini, putusan MK juga
menampung kesimpulan Ibn al-Qayyim dan yang sependapat dengannya, tentang
peluang pengabsahan anak zina. Hanya saja, putusan MK memberi peluang yang
jauh lebih luas dari itu; tidak menutup kemungkinan, ketika anak li’ân kemudian
berhasil membuktikan dirinya berasal dari ayah yang telah me-li’ân ibunya,
berdasar putusan MK, ia bisa bernasab kepada ayahnya itu.
Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun
2003, MK hanya melakukan pengujian terhadap UU dalam hal konsistensinya
dengan UUD 1945.58 Dilihat pada kesimpulannya, ada persinggungan (persamaan
pada sebagian subjek) antara putusan MK dengan pendapat Ibn al-Qayyim.
58 Sesuai ketentuan UUD 1945, MK memiliki beberapa kewenangan, yakni sebagai
berikut: 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 45. 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 3) Memutus pembubaran partai politik. 4)
Memutus perselisihan tentang pemilihan umum. 5) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau
wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. 6) Memutus pendapat DPR bahwa
President atau wakilnya telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan atau
wakilnya. Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 205.
19
Sedang secara metodologis, dari kaca mata ushul fikih, tidak terlihat metode
penetapan hukum spesifik dalam putusan MK tersebut. Ada indikasi MK
menggunakan logika qiyâs,59 tapi juga ditemukan indikasi kuat bahwa MK
mengedepankan maqâshid al-syarî’aḧ untuk kepentingan anak.60
Konsekwensi dari putusan MK ini, juga pendapat Ibn al-Qayyim di atas,
adalah membuka peluang terjadinya perzinaan, yang oleh Jumhur Ulama
diupayakan menutupnya dengan menggunakan metode sadd al-dzarî’aḧ. Dengan
kata lain, ketika anak zina bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, maka tidak
ada keharusan untuk menikah guna mendapatkan anak sah. Akibat lanjutannya,
semakin terbuka peluang melakukan hubungan bebas (perselingkuhan dan
‘kumpul kebo’). Semua itu hanya dengan alasan bertanggung jawab atas
kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya itu.61 Disadari atau
tidak, UU No. 1 Tahun 1974 yang selama ini jadi ikon islamisasi hukum nasional
(taqnîn), berubah menjadi UU yang sebagian substansinya menafikan keberlakuan
hukum Islam.
59 Hal itu terbaca dari salah satu pertimbangan MK bahwa “Secara alamiah, tidaklah
mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik
melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi
yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34.
Diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Februari
2012, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Aḥmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,
Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muḥammad Alim, masing-masing sebagai Anggota,
dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti.
60 Hal ini terlihat jelas pada titik tekan alasan penetapan pertentangan Pasal 43 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 dengan UUD 1945, yaitu perlindungan hak perdata anak, termasuk
hubungan perdata sebagai hak azasinya.
61 Bandingkan dengan: Irfan Nurul, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,
(Jakarta: Amzah,2012), hlm. 202.
20
Berikutnya, adalah sesuatu yang sangat mungkin, jika dulunya seorang
anak dirugikan dengan statusnya sebagai anak zina, baik secara hukum, ekonomi
dan moral, dengan adanya putusan MK ini, secara tidak langsung, anak tersebut
‘dieksploitasi’ untuk mensahkan hubungan haram yang dilakukan orangtuanya.
Hal itu sangat mungkin terjadi untuk kondisi Indonesia yang masih belum
mempertimbangkan sanksi zina sebagai bagian penting dalam sistem hukumnya,
dimana tidak ada ancaman sanksi hukum yang harus diterima orangtua biologis
untuk mengakui hubungan haram mereka, lewat pensahan anak.
Dalam prakteknya, para hakim di Pengadilan Agama tidak hanya
dihadapkan pada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah atau zina saja.
Ada “ruang antara” yang cukup luas dan tidak bisa dipastikan sebagai penyebab
yang memungkinkan seorang anak untuk disebut sebagai anak sah, tapi juga tidak
bisa diputus secara meyakinkan tidak memiliki hubungan keperdataan atau nasab
dengan salah satu atau kedua orangtua biologisnya. Berbagai penyebab lahirnya
anak yang telah dikemukakan ulama di atas tetap saja bisa terjadi saat ini, seperti
nikah fâsid dan watha’ syubhat.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk sebagian umat Islam
Indonesia, nikah mut’aḧ, nikah siri, nikah taḥlîl dan nikah tanpa persetujuan istri
adalah peristiwa yang tidak asing. Peristiwa yang juga sering muncul adalah anak
yang lahir akibat perkosaan. Perkembangan teknologi juga memungkinkan
terjadinya penyimpangan seperti itu, ditopang dengan semakin melemahnya moral
dan akidah masyarakat. Betapa banyak para perempuan, terutama di benua Eropa
dan Amerika, yang tidak bersedia menikah tapi melahirkan anak setelah
“membeli” sel sperma dari bank sperma. Tidak tertutup kemungkinan kalau nanti
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ada lelaki yang ingin punya anak tapi tidak mau punya istri, lalu diciptakan
teknologi pembuahan sampai melahirkan di luar rahim. Sejalan dengan wacana
yang mengemuka pada sebagian ulama Indonesia, untuk menjadikan pencatatan
nikah sebagai rukun nikah, minimal syarat sah, maka nikah tidak tercatat juga
berpeluang menjadi nikah fâsid.
Persoalannya tentu saja tidak terbatas hanya pada penguatan kesadaran
hukum dan antisipasi terjadi perbuatan seperti itu. Tapi bagaimana solusi hukum
bagi anak-anak yang terlahir dari hubungan itu. Di sini menjadi relevan ‘gugatan’
kaum humanis terhadap keadilan Islam; apakah cukup adil kalau anak-anak yang
lahir dari hubungan seperti itu tidak memperoleh hak yang sama dengan anak lain
yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara hukum? Padahal mereka juga
bisa disebut sebagai korban penyimpangan hukum lelaki dan perempuan, yang
kemudian menjadi orangtua biologisnya. Pertanyaan, yang berawal dari rasa
kemanusiaan, ini juga yang melatar belakangi lahirnya Putusan MK di atas.62
Berangkat dari paparan di atas, dirasa sangat penting mengkaji pendapat
yang ditawarkan Ibn al-Qayyim ini dan landasan epistemologinya serta
relevansinya dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kajian ini menjadi
sangat strategis, ditinjau dari enam argumen berikut: Pertama, sebagai
konsekwensi dari proses reproduksi biologis manusia, secara akademis masalah
nasab harus selalu diaktualisasikan. Sebab, proses reproduksi manusia juga terus
62 Jauh sebelum putusan MK tersebut keluar, Pengadilan Agama Koto Baru, Kab. Solok,
Sumatera Barat, telah menerima perkara cerai talak dengan No. register 147/Pdt.G/2008/PA KBr,
yang terdaftar pada tanggal 22 Juli 2008. Mereka tercatat resmi menikah tanggal 29 November
2006, tapi sebelumnya telah melakukan pernikahan tidak tercatat, tanggal 11 Oktober 2005. Dalam
kaitan ini, mereka memiliki anak laki-laki, lahir tanggal 11 April 2005, dan dalam gugatan
rekonvensi-nya, Termohon menuntut anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Tergugat
Rekonvensi dengan konsekwensi (tuntutan) nafkah sampai anak tersebut dewasa. Gugatan
penetapan anak sah tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, dan salah satu pertimbangannya
adalah pendapat Ibn al-Qayyim.
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berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan; teknologi yang awalnya
digunakan untuk hewan juga dipraktekkan terhadap manusia. Kedua, Ibn al-
Qayyim sendiri terkenal sebagai bagian dari ulama Ḥanâbilaḧ, yang diasosiasikan
sebagai mazhab tekstual-tradisional, tapi memberikan pemikiran yang ‘tidak
lazim’ jumhur ulama. Ketiga, untuk mempertegas sisi metodologis putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010 dari sisi ushul fikih. Keempat, untuk memberikan batasan
yang jelas tentang anak diluar perkawinan yang dimaksud dalam putusan No.
46/PUU-VIII/2010 tersebut. Kelima, sebagai bagian dari upaya sistematis
menjembatani kesenjangan keadilan anak diluar perkawinan dengan anak sah
sesuai dengan paradigma hukum Islam. Keenam, mempertegas dan meminimalisir
dampak negatif (sadd al-dzarî’aḧ) dari putusan MK dan pendapat yang
dipopulerkan Ibn al-Qayyim itu sendiri.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Sekaitan dengan judul yang penulis tawarkan, ada banyak persoalan
yang menarik untuk dibahas, di antaranya:
a. Pendapat (lengkap) Ibn al-Qayyim tentang status anak diluar perkawinan
yang sah.
b. Landasan epistemologis Ibn al-Qayyim dalam penentuan status anak diluar
perkawinan yang sah.
c. Validitas epistemologi yang digunakan Ibn al-Qayyim dalam penetapan
nasab anak zina tersebut.
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d. Faktor penentu utama dalam penetapan status anak menurut Ibn al-
Qayyim.
e. Konsekwensi penetapan nasab anak zina kepada ayah biologisnya menurut
Ibn al-Qayyim.
f. Aplikasi prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law;
similia similius) terhadap anak zina dalam perspektif Ibn al-Qayyim.
g. Hubungan pendapat dan epistemologi Ibn al-Qayyim dengan putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010.
h. Metode penetapan hukum yang digunakan MK dalam putusan No.
46/PUU-VIII/2010.
i. Validitas maqâshid al-syarî’aḧ dalam penetapan nasab anak diluar
perkawinan pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
j. Konsekwensi penetapan hubungan keperdataan anak diluar perkawinan
pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
k. Aplikasi prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law;
similia similius) menurut putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Pembatasan Masalah
Secara normatif, Nabi Saw telah menegaskan bahwa firâsy adalah
penentu nasab anak dengan ayahnya. Tapi dalam berbagai persoalan, ulama
tidak mencukupkan hanya itu, mereka juga menjadikan watha` sebagai
penentu status anak. Hal itu terlihat pada penerimaan nikah fâsid dan watha`
syubhat sebagai penentu nasab. Penerimaan watha` sebagai penentu ini bisa
disebut sebagai aplikasi dari sunnatullah, bahwa seseorang tercipta dari
perkawinan sel sperma dan ovum. Karenanya tidak mungkin hanya kepada
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salah satunya saja yang berhak dinasabkan. Atas dasar pertimbangan itu Ibn
al-Qayyim menetapkan bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada ayah
biologisnya, selama tidak ada orang atau firâsy yang membatalkannya.63
Norma firâsy yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw, “diterjemahkan”
dalam peraturan perundangan menjadi anak sah, khususnya penggalan awal
dari Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penggalan awal
dari Pasal 99 huruf a Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI. Sementara
norma watha` yang dikemukakan jumhur ulama hampir tidak tertampung
dalam peraturan perundangan,64 namun norma itu, termasuk kesimpulan Ibn
al-Qayyim, ditampung sepenuhnya oleh putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Hanya saja putusan MK membuka peluang yang hampir tidak terbatas, dan
memasukkan berbagai sebab lain yang telah disepakati ulama tidak
menimbulkan hubugan hukum sama sekali antara anak dengan ayah
biologisnya, termasuk yang dikecualikan Ibn al-Qayyim. Bagaimanapun, ada
indikasi hubungan metodologis putusan MK tersebut dengan kesimpulan yang
ditawarkan Ibn al-Qayyim.
Karena itu, problem akademik pada penelitian ini adalah mengenai
pendapat Ibn al-Qayyim tentang status anak diluar perkawinan dan
relevansinya dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Pertanyaan
ini menuntut ruang cukup luas bagi penjelasan konsep, validitas dan
epistemologi yang ditawarkan Ibn al-Qayyim dan metode penetapan hukum
(apapun) yang digunakan oleh MK.
63 Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz 5, hlm. 381.
64 Penggalan akhir dari Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf a KHI juga
tidak bisa disebut sebagai penampung dari norma itu, karena ia berupa hukum pengecualian pada
kasus zina, dan tetap menjadikan firâsy sebagai penentu utamanya.
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3. Rumusan Masalah
Untuk lebih fokus, berdasar latar belakang masalah dan penjelasan
sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:
a. Bagaimana status anak diluar perkawinan menurut Ibn al-Qayyim?
b. Bagaimana metodologi hukum Ibn al-Qayyim dalam penetapan status
anak diluar perkawinan?
c. Bagaimana relevansi status anak diluar perkawinan menurut Ibn al-
Qayyim dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?
C. Signifikasi Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:
a. Mendeskripsikan status anak diluar perkawinan menurut Ibn al-Qayyim.
b. Mendeskripsikan metodologi hukum Ibn al-Qayyim dalam penetapan
status anak diluar perkawinan.
c. Menganalisis relevansi status anak diluar perkawinan menurut Ibn al-
Qayyim dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Kegunaan Penelitian
Ada dua kegunaan penelitian ini. Pertama, kegunaan teoritis, yaitu:
a. Diharapkan memperkaya khazanah hukum Islam, khusus alternatif hukum
bagi penetapan status nasab atau hubungan keperdataan anak.
b. Diharapkan dapat memberikan tawaran konsep atau paradigma “baru”
dalam penggalian dan penetapan hukum Islam.
Kedua, kegunaan praktis, sebagai berikut:
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a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor hukum Islam pada
Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau;
b. Menyediakan alternatif hukum kepada berbagai pihak yang terkait, seperti
hakim Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi
kemasyarakatan, pembuat kebijakan dan undang-undang, akademisi dan
praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam penentuan status hukum anak
yang lahir diluar perkawinan.
c. Menjadi kontribusi bagi pemerintah, akademisi dan praktisi hukum Islam
dalam mengaplikasikan metode penggalian hukum yang lebih
konprehensif.
D. Kerangka Teori
Dari judul yang penulis kemukakan, ada beberapa istilah dan konsep
(teori) penting yang dirasa perlu dipertegas maknanya, di antaranya:
1. Status anak diluar perkawinan yang sah
Di Indonesia, sebelum putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, makna
hukum (legal meaning) frasa "anak diluar perkawinan yang sah" sangat erat
kaitannya dengan frasa “anak yang sah” dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974
dan penggalan awal Pasal 99 huruf a KHI. Dapat dikatakan makna dua frasa
itu bersifat kontras; anak diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang
sah. Karena itu, anak diluar perkawinan yang sah sama sekali tidak akan
berstatus sama dengan anak yang sah.
Terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara hukum Islam atau
fikih klasik dengan hukum positif Indonesia sebelum putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010 dalam penentuan anak sah. Dalam hukum Islam, anak sah
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atau anak yang secara hukum bernasab kepada kedua orangtuanya, khususnya
ayah, adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, perkawinan
fâsid dan watha` syubhat. Sementara dalam hukum positif Indonesia, dua
penyebab terakhir ini tidak dikaitkan dengan anak sah. Perkawinan sah pun,
dengan adanya Pasal 43 ayat (1), juga tidak melahirkan anak sah secara
hukum. Secara sederhana, perbedaan itu dapat dilihat dalam gambar berikut.
GAMBAR I.2
PERBANDINGAN ANAK SAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF SEBELUM PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010
Anak Sah dalam Hukum Islam
Anak Sah dalam Hukum Positif
sebelum putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010
Sunatullah pernikahan adalah lahirnya keturunan atau anak. Sebagai
‘buah’ dari akad yang kuat (mitsâq ghalîzhâ), anak tersebut sekaligus
memiliki status yang jelas. Dalam fikih, status dasarnya adalah bernasab
kepada kedua orangtuanya, sedang berbagai hak lain bisa dikatakan sebagai
buah lanjutan dari nasab.65
Dalam wacana hukum Islam, persoalan nasab66 mendapat perhatian
cukup luas, karena ia menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia.
65 Al-Sarakhsî, op.cit., Juz 17, hlm. 71.
66 Makna asli kata nasab (al-nasab), biasa juga disebut dengan nisbaḧ atau nusbaḧ, secara
kebahasaan adalah kerabat (al-qarâbaḧ). Lihat: Majd al-Dîn Abû Thâḧir Muḥammad bin Ya’qûb
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Dalam perspektif sosiologis, nasab berfungsi sebagai identitas “asli”
seseorang, yaitu identitas yang berhubungan dengan eksistensinya sebagai
manusia; asal kehidupannya. Sementara identitas lain, ada atau tidak ada
identitas asli, seperti nisbaḧ kepada grup sosial (kabilah dan organisasi),
negara atau kampung, profesi dan sebagainya,67 bisa dikatakan sebagai
identitas substitutif, yaitu identitas pengganti atau identitas tambahan.
Secara hukum, merujuk kepada fikih, nasab jadi dasar utama dalam
penentuan hubungan timbal balik anak dengan ayah atau ibunya dan kerabat
mereka. Nasab jadi kunci untuk hak lain, di antaranya adalah hak nafkah dan
hadhanah, hak saling mewarisi, hak perwalian, terhalang untuk menerima
zakat, munculnya halangan saling mengawini atau mahram dan menjadi saksi,
gugurnya hak qishâsh, menjadi ukuran kafâ`aḧ atau tidaknya seseorang, dan
hak penjaminan diyat pada jinayah (‘âqilaḧ).68
UU No. 1 Tahun 1974 tidak menggunakan term nasab sama sekali.
Tapi bisa dipastikan term “hubungan perdata” pada Pasal 43 ayat (1) adalah
pengganti kata nasab yang lazim dikenal umat Islam. Pasal 43 ayat (1) itu
sekaligus menjelaskan status anak yang tidak termasuk kategori anak sah,
al-Fayruzabâdî (w. 817 H), al-Qâmûs al-Muḥîth, Pen-taḥqîq: Maktab Taḥqîq al-Turâts fî
Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2005), hlm. 137.
67 Nasab dan nisbaḧ juga bisa muncul dengan mengaitkan kepada sesuatu yang dapat
menjelaskan dan membedakan dengan yang lain, seperti mengaitkan dengan ayah, ibu, kabilah,
negara atau kampung dan profesi. Lihat: Ibn Manzhûr, op.cit., Juz 1, hlm. 755.
68 Yang dimaksud dengan al-‘âqilaḧ, menurut Ḥanafîyaḧ adalah rekan-rekan sekerja,
seperti tentara dan anggota kesatuannya.Tapi menurut jumhur (selain Ḥanafîyaḧ) al-‘aqîlaḧ adalah
keluarga dekat dari pihak ayah, yaitu para ‘ashâbaḧ. Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin
Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Ḥafîd (w. 595 H), Bidâyaḧ al-Mujtaḧid wa Niḧâyaḧ al-
Muqtashid, (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 2004), Juz 4, hlm. 196.
29
sebagaimana dimaksud Pasal 42 di atas.69 Pemaknaan term “hubungan
perdata” tersebut dengan nasab terlihat jelas pada Pasal 100 KHI, yang
mengatur persoalan yang sama dan mengganti “hubungan perdata” dengan
nasab.70
Munculnya klausul “anak yang dilahirkan dalam … perkawinan yang
sah” pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 membuka peluang pen-sah-an anak
yang bukan akibat dari hubungan perkawinan yang sah, dengan segala
kemungkinannya, asal lahir dalam masa perkawinan yang sah, dan hal itu
tanpa penjelasan di dalam undang-undang tersebut. Salah satu batasannya
pada KHI, Bab VIII, Kawin Hamil, yang anak yang dilahirkan ‘akibat’ kawin
hamil.71 Merujuk pada aturan yang disebutkan sebelumnya, berarti anak hasil
kawin hamil tersebut adalah anak sah dari suami perempuan yang
melahirkannya.
Dengan adanya pembolehan kawin hamil oleh KHI, sebagai upaya
“menampung” bunyi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, memberikan peluang
penetapan status anak sah terhadap anak zina. Dengan demikian, KHI juga
mengakui keabsahan anak itu dan bernasab kepada suami ibunya, meskipun
suami itu bukan orang yang menghamili ibunya. Ketika anak telah dinyatakan
69 Pengaturan status anak ini lebih lanjut disebut pada ayat (2) bahwa “Kedudukan anak
tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
70 Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”
71 Pada Pasal 53, dalam Bab ini, yang terdiri dari tiga ayat disebutkan: (1) Seorang wanita
hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan
wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu
kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
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sebagai anak sah, semua konsekwensi hak dan kewajiban diperolehnya secara
penuh.
Di dalam peraturan perundangan Indonesia, selain hubungan
keperdataan atau nasab, beberapa dari hak yang muncul dari adanya hubungan
nasab yang telah disebutkan di atas, secara langsung atau tidak, juga diatur
sebagai konsekwensi hubungan keperdataan sebagai anak sah (nasab). Secara
ringkas, aturan yang berkaitan dengan itu dapat dilihat pada tabel I.2.
Sementara bagi anak di luar perkawinan, karena secara hukum ia tidak
berstatus sebagai anak yang sah, maka semua aturan itu tidak berlaku baginya.
Panafian semua hak itu berawal dari penetapan Pasal 43 ayat (1), yang telah
disebutkan, dan keberlakuan ayat inilah yang dibatalkan oleh Putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010.
2. Ibn al-Qayyim
Ibn al-Qayyim merupakan kunyaḧ72 dari ulama terkemuka yang
bernama Muḥammad bin Abî Bakr, dengan laqab Syams al-Dîn (penjelasan
lengkap lihat di bab III). Istilah atau nama ini sebetulnya sangat erat kaitannya
72 Dalam budaya Arab, ada tiga pengenal (al-‘alam), yaitu nama (ism), kunyaḧ dan laqab.
Nama merupakan pengenal yang dari awal diberikan kepada seseorang, seperti al-Bara`. Kunyaḧ
adalah pengenal dengan istilah lain, biasanya memakai nama anak atau kerabat, seperti Abû
‘Imârah. Laqab adalah gelaran karena sebab lain; kejadian atau karakteristik khusus. Dalam
penyebutan resmi, laqab jarang muncul, apalagi yang berkonotasi “negatif”. Kalau dimunculkan,
harus di belakang nama, seperti ‘Alî Zayn al-‘Âbidîn. Kunyaḧ lazimnya setelah nama. Tapi banyak
juga ditemui di depan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan ketiganya; sebagai pengenal objek yang
dinamai dengannya. Lihat: Yûsuf al-Shaydawî, al-Kaffâf, (t.tp.: Dâr al-Nasyr dan Dâr al-Fikr,
1999), Juz 1, hlm. 241. Abi al-Ḥasan Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Waraq, ‘Ilal al-Naḥw, Pen-
taḥqîq: Maḥmûd Jâsim Muḥammad al-Dârwisy, (Riyadh: Maktabaḧ al-Rusyd, 1999), hlm. 550.
Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Razzâq Abû al-Faydh al-Zabîdî, Tâj al-‘Arûs min
Jawâḧir al-Qâmûs, (t.tp.: Dâr al-Ḧidâyah, t.th.), Juz 39, hlm. 422. Abû Manshûr Muḥammad bin
Aḥmad al-Azhḧarî, Taḧdzîb al-Lughaḧ, Pen-taḥqîq: Muḥammad ‘Awdh Mar’ab, (Beirut: Dâr
Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 2001), Juz 10, hlm. 204. Syawqî Dhayf, dkk., al-Mu’jam al-Wasîth,
(Kairo: Maktabaḧ al-Syurûq al-Dawliyyaḧ, 2004), hlm. 802.
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dengan konsep No. satu. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah pendapat
Ibn al-Qayyim tentang status anak diluar perkawinan yang sah.
Seperti telah disinggung pada bagian lalu, Ibn al-Qayyim berpendapat
bahwa anak zina yang ibunya tidak terikat hubungan firâsy juga bisa
dinasabkan kepada ayah biologisya. Walau pendapat ini telah dikemukakan
‘Urwaḧ bin al-Zubayr, Sulaymân bin Yasâr, al-Ḥasan al-Bashrî dan Isḥâq bin
Râḧawayḧ, tapi hanya Ibn al-Qayyim yang menyebutkan bahwa hal itu adalah
sah berdasarkan tuntutan qiyâs shaḥîḥ.73
Pemikiran ushul fikih Ibn al-Qayyim, termasuk qiyâs shaḥîḥ yang ia
tawarkan, tidak bisa dipisahkan dengan berbagai hal yang melingkupinya.
Karena ia bukan seseorang yang hidup di ruang hampa. Pemikirannya sangat
dipengaruhi oleh orangtua dan keluarganya, pendidikan dan mazhab yang ia
ikuti, kemasalahatan, latar sosial, politik dan ekonomi masanya. Namun
demikian, sebagai seorang ulama, pemikirannya itu sangat dipengaruhi oleh
keyakinannya terhadap kebenaran nash sebagai sumber hukum. Karena itu,
apapun kesimpulan yang muncul dari metode berfikir yang ia tawarkan, tidak
bisa dipisahkan dengan semua hal itu. Secara sederhana bentuk pengaruh itu
dapat digambarkan pada skema berikut:
73 Dalam tulisannya bersama gurunya, Ibn Taymîyaḧ, Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa
qiyâs shaḥîḥ adalah qiyâs berupa penggabungan dua hal yang sama dan pemisahan dua hal
berbeda yang didukung syarak (waradat biḧ al-syarî’aḧ). Sebalikya, kalau qiyâs itu tidak sejalan
dengan nash, disebut qiyâs fâsid. Taqî al-Dîn Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm bin ‘Abd al-Salâm bin
‘Abdillâḧ bin Abî al-Qâsim bin Muḥammad bin Taymîyaḧ al-Ḥarânî (w. 728 H) dan Muḥammad
bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ (w. 751 H), al-Qiyâs fi
al-Syar’ al-Islâmî, (Kairo: al-Mathba’aḧ al-Salafîyaḧ, 1346 H), hlm. 6-7.
32
GAMBAR I.3
DIAGRAM KESALINGHUBUNGAN PENDAPAT DAN
EPISTEMOLOGI IBN AL-QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA
Oleh karena itu, sangat naif kalau pendapat Ibn al-Qayyim dirujuk
dengan mengabaikan berbagai faktor yang melingkupinya itu. Seperti
disinggung sebelumnya, terhadap persoalan ini, Ibn al-Qayyim tidak hanya
mengemukakan pendapat tentang status anak zina, ia juga mengupas berbagai
hal yang berkaitan dengan zina, seperti kewajiban penegakan ḥadd terhadap
pelaku zina, dengan berbagai kemungkinannya. Karena itu, harus dipahami
bahwa pendapatnya tentang penasaban anak zina itu ia kemukakan,
setidaknya, ketika ia didukung oleh sistem hukum, di mana sanksi ḥadd
terhadap tindak pidana zina diterapkan.
3. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Putusan Anak Luar Nikah yang ditetapkan MK No. 46/PUU-VIII/2010
berawal dari permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dalam
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uji materi berlakunya Pasal 2 ayat (2)74 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) menyebabkan
kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul
berdasarkan Pasal 28B ayat (1)75 dan ayat (2)76 UUD 1945 serta Pasal 28D
ayat (1)77 UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap
pemikahan78 sekaligus status hukum anaknya.
Setelah melakukan sidang, MK mengabulkan sebagian
permohonannya, yaitu terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Ayat
itu dinyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
dengan UUD 1945. Oleh karena itu, MK dalam amar putusanya menetapkan
bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus dibaca “Anak yang
dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya”.79
74 Ayat tersebut berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.
75 Ayat ini berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”.
76 Ayat ini berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
77 Ayat ini berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jÂmînan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
78 Pemohon nikah siri dengan Drs. Moerdiono, tanggal 20 Desember 1993, dan telah
dikuatkan putusan PA Tangerang, No. 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, tidak diakui
dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2).
79 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.
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Tak terelakkan, putusan MK tersebut memunculkan dugaan bahwa
MK telah melegalkan perbuatan zina lewat pensahan anak zina dengan segala
konsekwensinya, seperti hak nafkah dan waris. Padahal dalam syariat Islam,
anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tidak berhak nafkah dan
waris. Namun MK beralasan, hubungan anak dengan bapaknya tidak semata-
mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada
pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut
sebagai bapak. Karena pencatatan perkawinan bukanlah penentu sahnya
perkawinan, maka anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan
hukum terhadap hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang
dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.80
Dengan adanya putusan ini, maka terjadi perubahan yang sangat
menyolok dalam klasifikasi anak sah pada hukum positif Indonesia, yaitu
semua anak yang secara hukum dapat dibuktikan berasal dari ayah dan ibunya,
tanpa mempertimbangkan bentuk hubungan hukum antara ibu dan ayahnya.
Dibandingkan dengan kesimpulan Ibn al-Qayyim pun, putusan MK ini juga
masih sangat luas. Sebab Ibn al-Qayyim membatasi anak zina yang bisa
dinasabkan kepada ayah biologisnya hanya anak yang ibunya tidak memiliki
hubungan firâsy dengan laki-laki lain, termasuk anak li’ân, yang dapat
membatalkan nasabnya dengan ayah biologisnya. Secara sederhana hal itu
dapat digambarkan sebagai berikut:
80 Ibid., hlm. 35.
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GAMBAR I.4
ANAK SAH MENURUT JUMHUR ULAMA, IBN AL-QAYYIM, DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010
Sebagai sebuah hasil pemikiran, putusan MK ini tak bisa dilepaskan
dari berbagai faktor yang melingkupinya. Faktor pemicu yang paling jelas
adalah adanya permohonan yang dilakukan oleh Machicha Mokhtar. Di
samping itu, tuntutan UUD 1945 dan HAM jelas sekali memberikan warna
dan menentukan arah putusan tersebut. Secara skematis, pengaruh berbagai
faktor tersebut terhadap putusan MK dapat digambarkan sebagai berikut:
Anak Sah Pasca Putusan MK
Anak Sah Menurut Ibn al-
Qayyim
Anak Sah Menurut Jumhur
Ulama
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GAMBAR I.5
DIAGRAM DIAGRAM KESALINGHUBUNGAN PUTUSAN MK NO.
46/PUU-VIII/2010
Dihubungkan dengan pendapat dan epistimologi yang ditawarkan Ibn
al-Qayyim di atas, maka perlu dilihat relevansi metodologis antara keduanya,
yaitu yang berkaitan dengan norma ideal hukum, kemaslahatan anak, politik,
ekonomi dan budaya pada dua waktu yang berbeda. Artinya, apakah norma
ideal hukum, kemaslahatan anak, politik, ekonomi dan budaya saat ini sudah
kondusif untuk menerapkan kesimpulan yang sama, bahwa anak zina dapat
dinasabkan kepada ayah biologisnya? Kondusifitas itu tentu harus dikaitkan
dengan kemaslahatan yang lebih luas, termasuk upaya meminimalisir
perzinaan dan pemeliharaan keturunan sebagai satu maqâshid al-syarî’aḧ
utama.
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E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Ibn al-Qayyim dan pemikirannya merupakan topik penelitian yang sudah
banyak dibahas. Tetapi, sepanjang pengetahuan dan penelusuran kepustakaan
yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti pendapat dan epistemologinya
tentang nasab anak zina. Penelitian dan tulisan sebelumnya, pada umumnya
melihat pemikiran Ibn al-Qayyim secara umum untuk bidang yang berbeda-beda,
seperti bahasa, tafsir, tasawuf dan sebagainya. Beberapa penelitian yang relevan
dengan objek yang penulis pilih adalah:
Tulisan Nashir bin ‘Abdillaḧ al-Jurbu’, berjudul Ikhtiyârât Ibn al-Qayyim
fi al-Masâ`il al-Khilâfîyaḧ al-Latî Ḧiy Mazhinnaḧ al-Nizâ’ Laday al-Fuqaḧâ`.
Tulisan ini pada dasarnya menjelaskan beberapa kaidah umum Ibn al-Qayyim
yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan jumhur. Al-Jurbu’
mengemukakan prioritas Ibn al-Qayyim pada maslahat anak, khususnya dalam hal
ḥadhânaḧ. Hal itu terlihat dari kaidahnya “Alasan mu’tabar dalam pengguguran
hak ḥadhânaḧ, ketika ḥâdhin pindah domisili, adalah kemaslahatan anak”.81
‘Awdhullaḧ Jar Ḥijâzî menulis sebuah kitab yang berjudul Ibn al-Qayyim
wa Mawqifuḧ Min al-Tafkîr al-Islâmî. Seperti yang ia tegaskan, kitab itu hanya
menganalisa konsep akidah Ibn al-Qayyim dan metode yang ia gunakan dalam
penysunan argumentasi di bidang itu.82
‘Abd al-‘Azhîm ‘Abd al-Salâm Syaraf al-Dîn menulis sebuah kitab yang
berjudul Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ; ‘Ashruḧ wa Manḧajuḧ wa Ârâ`uḧ fi al-Fiqḧ wa
81 Nâshir bin ‘Abdillâḧ al-Jurbu’, Ikhtiyârat Ibn al-Qayyim fî al-Masâ`il al-Khilâfîyaḧ al-
Latî Ḧiy Mazhinnaḧ al-Nizâ’ Laday al-Fuqaḧâ`, al-‘Adl, Jurnal Dua Bulanan Kementerian
Kehakiman Saudi Arabia, Edisi XIII, Muharram 1322 H, hlm. 150.
82 ‘Awdhullâḧ Jâr Ḥijâzî, Ibn al-Qayyim wa Mawqituḧ Min al-Tafkîr al-Islâmî, (Kairo:
Majma’ al-Buḥûts al-Islâmîyaḧ, 1972), hlm. 12.
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al-‘Aqâ’id wa al-Tashawwuf. Ia membahas persoalan qiyâs dalam pandangan Ibn
al-Qayyim, dan pembagiannya, tetapi ia sama sekali tidak menyinggung persoalan
qiyâs shaḥîḥ yang dilakukan Ibn al-Qayyim terhadap anak zina.83
Bakr ‘Abdillâḧ Abû Zayd juga menulis dua buah kitab. Salah satu yang
relevan adalah kitab al-Taqrîb li ‘Ulum Ibn al-Qayyim.84 Kitab ini pada dasarnya
merupakan sistematisasi berbagai karya Ibn al-Qayyim sesuai dengan sistematika
Zâd al-Mustaqni’.85
‘Abdullaḧ bin ‘Umar bin Daḧaysy juga menulis kitab yang berjudul al-
Fiqḧ al-Qayyim Min Kutub Ibn al-Qayyim. Kitab ini kemudian disempurnakan
dan diedit oleh anaknya, ‘Abd al-Mâlik bin ‘Abdullâḧ. ‘Abdullâḧ, dalam kitabnya
ini, pada dasarnya juga hanya melakukan sistematisasi fikih Ibn al-Qayyim.86
Kitab yang cukup popular adalah karangan Abî ‘Abd al-Raḥmân ‘Abd al-
Majîd Jam’aḧ al-Jazâ`irî, yang berjudul al-Qawâ’id al-Fiqhîyaḧ al-Mustakhrijaḧ
min Kitâb I’lâm al-Muwaqqi’în. Substansi kajian kitab ini, seperti terlihat dari
judulnya, adalah kaidah-kaidah fikih yang digali dari kitab I’lâm al-Muwaqqi’în.
Terhadapnya ia melakukan analisa yang berkaitan dengan substansi dan
metodologi yang dipakai Ibn al-Qayyim.87
83 ‘Abd al-‘Azhîm ‘Abd al-Salam Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ; ‘Ashruḧ wa
Manḧajuḧ wa Âra`uḧ fî al-Fiqḧ wa al-‘Aqâ’id wa al-Tashawwuf, (Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1983),
Cet. Ke-3, hlm. 287-290.
84 Bukunya yang lain lebih bersifat karya biografis, yang berjudul: Ibn Qayyim al-
Jawzîyaḧ; Ḥayâtuḧ, Âtsâruḧ, Mawâriduḧ.
85 Bakr ‘Abdillâḧ Abû Zayd, al-Taqrîb li ‘Ulûm Ibn al-Qayyim, (Riyadh: Dâr al-
‘Âshimah, 1416 H), hlm. 17.
86 ‘Abdullâḧ bin ‘Umar bin Daḧaysy, al-Fiqḧ al-Qayyim Min Kutub Ibn al-Qayyim,
(Makkah: al-Naḧdhaḧ al-Ḥadîtsaḧ, 1998), hlm. 11.
87 Abî ‘Abd al-Raḥmân ‘Abd al-Majîd Jam’aḧ al-Jazâ`irî, al-Qawâ’id al-Fiqḧîyaḧ al-
Mustakhrijaḧ Min Kitâb I’lâm al-Muwaqqi’în, (t.tp.: Dâr Ibn al-Qayyim dan Dâr Ibn ‘Affân, 1421
H), hlm. 20.
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Fu`âd Shadaqaḧ Mirdâd dalam penelitian disertasinya, al-Qawâ’id wa al-
Dhawâbith al-Fiqhîyaḧ ‘ind al-Imâm Ibn al-Qayyim fi Aḥkâm al-Usraḧ, memang
membahas masalah nasab, tapi bahasannya hanya mengacu pada persoalan firâsy
sebagai dasar penetapan nasab. Dia sama sekali tidak menyinggung masalah nasab
anak zina yang dikemukakan Ibn al-Qayyim.88
Kitab lain yang cukup popular adalah tulisan Su’ûd bin Mallûḥ Sulthân al-
‘Anzî, yang berjudul Sadd al-Dzarâ`i’ ‘ind al-Imâm Ibn al-Qayyim wa Atsâruḧ fi
Ikhtiyârâtiḧ al-Fiqḧîyaḧ. Judul kitab ini juga sekaligus menegaskan bahwa pada
dasarnya kajiannya terfokus pada analisis konsep sadd al-dzarâ`i’ yang
ditawarkan Ibn al-Qayyim dengan pendapat ulama empat mazhab.89
Mengenai pembahasan nasab anak diluar perkawinan yang sah pasca
putusan MK, ditemukan buku berjudul Nasab dan Status Anak dalam Hukum
Islam karya M. Nurul Irfan, Saksi Ahli di MK dalam perkara yang menjadi objek
penelitian ini. Akan tetapi ia tidak spesifik membahas pendapat dan argumentasi
Ibn al-Qayyim dan hanya mengemukakan pendapat Ibn al-Qayyim tersebut di
dalam catatan kakinya. Meski ia membahas maksud putusan MK tersebut.90
Berbagai tulisan yang disebutkan sebelumnya tidak memberikan perhatian
spesifik terhadap pokok persoalan penelitian ini. Hal ini memberikan peluang bagi
peneliti setelahnya untuk mendalami perseoalan tersebut, dan peluang inilah yang
coba penulis ambil. Di samping itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan
88 Fu`âd Shadaqaḧ Mirdâd, al-Qawâ’id wa al-Dhawâbith al-Fiqḧîyaḧ ‘Ind al-Imâm Ibn
al-Qayyim fi Aḥkâm al-Usraḧ, Disertasi pada Prodi Fikih, Jurusan Dirasaḧ al-‘Ulyâ al-Syarî’aḧ,
Fak. Syari’ah dan Studi Islam, Universitas Umm al-Qurâ, 1428 – 1429 H, hlm. 701-704.
89 Su’ûd bin Mallûḥ Sulthân al-‘Anzî, Sadd al-Dzarâ`i’ ‘Ind al-Imâm Ibn al-Qayyim wa
Âtsâruḧ fî Ikhtiyâratiḧ al-Fiqḧîyaḧ, (Jordan, al-Dâr al-Atsriyyaḧ, 2007), hlm. 14.
90 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013).
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pendapat dan model epistemologi Ibn al-Qayyim tentang status nasab anak diluar
perkawinan, tapi juga menganalisa relevansinya dengan putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010 yang memunculkan reaksi pro dan kontra di kalangan
ilmuwan dan praktisi hukum Indonesia.
Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian
dan tulisan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah:
TABEL I.2
PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN
(ROADMAP PENELITIAN)
41
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini lebih menitikberatkan pandangan pada aspek filsafat
hukum. Di mana yang menjadi pijakan utamanya adalah premis normatif atau
doktrinal yang diyakini bersifat self-evident. Secara metodologis, hal ini
M. Nurul
Irfan
Nasab dan Status
Anak dalam
Hukum Islam
Jakarta: Amzah,
2013
Studi
Kepusta
kaan
1) Dampak Putusan MK tentang anak
luar nikah, 2) Tawaran solusi terhadap
polemik Putusan MK tentang status anak
luar nikah
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memberikan konsekwensi langsung pada metode yang digunakan dalam
mengelaborasi permasalahan penelitian, yaitu penggunaan logika deduksi.
Untuk itu, pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang penemuan
objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya
berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan
dokumen lain.91 Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada
sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti
mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoretis. Di sini riset
pustaka lebih bermakna memanfaatkan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data penelitian, tanpa riset lapangan.
Alasan utama pemilihan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan
adalah karena persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat penelitian
pustaka.92 Ada banyak karya yang dipercaya ditulis langsung oleh Ibn al-
Qayyim yang masih bisa ditemukan sampai saat ini.
91 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008), hlm. 3.
92 Mestika Zed menyebut: Paling tidak ada tiga alasan penelitian pustaka. Pertama: karena
persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan mungkin tidak bisa mengha-
rapkan datanya dari riset lapangan. Kedua: studi pustaka diperlukan sebagai satu tahap tersendiri,
yaitu studi pendahuluan untuk memahami gejala baru yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga: data
pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Ibid., hlm. 2-3. Setidaknya ada
empat ciri utama studi kepustakaan. Pertama: peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data
angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda
lain. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga: data pustaka umumnya adalah sumber
sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Keempat: kondisi data pustaka
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ibid., hlm. 4-5.
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2. Sumber Data
Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, data
yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga hal: Pertama,
pendapat Ibn al-Qayyim tentang status anak diluar perkawinan yang sah.
Kedua, epistemologi Ibn al-Qayyim dalam penetapan status anak diluar
perkawinan yang sah. Ketiga, relevansi pendapat Ibn al-Qayyim terhadap
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Untuk itu, sumber data atau subjek dari
mana data dapat diperoleh diklasifikasikan jadi tiga, sumber data primer,
sekunder dan tertier.
a. Sumber data primer
Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari tujuh
kitab Ibn al-Qayyim yang membicarakan persoalan ini. Khusus untuk
topik epistemologinya, persoalan tersebut terutama sekali berkaitan
dengan topik qiyâs dan qiyâs shaḥîḥ. Selain itu juga menjadi data primer
adalah putusan MK dimaksud. Sumber data primer tersebut adalah:
TABEL I.3
SUMBER DATA PRIMER
No Kitab Keterangan Penerbitan
1. I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb
al-‘Âlamîn
Hasil taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Salâm Ibrâḧîm,
Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1991
2. Zâd al-Ma’âd fî Ḧady Khayr
al-‘Ibâd Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1994
3.
Al-Qiyâs fî al-Syar’ al-Islâmî
(tulisan Ibn al-Qayyim
bersama Ibn Taymîyaḧ)
Kairo: al-Mathba’aḧ al-Salafîyaḧ, 1346 H
4. Al-Thuruq al-Ḥukmîyaḧ fî al-Siyâsaḧ al-Syar’îyaḧ
t.tp.: Dâr al-Bayân, t.th., dan
Hasil taḥqîq Nayif bin Aḥmad al-Ḥamad, t.tp.:
Dâr ‘Âlim al-Fawâ`id, t.th.
5. Badâ`i' al-Fawâ`id Beirut, Dâr al-Kutub al-‘Arabî, t.th., dan
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Hasil taḥqîq ‘Ali bin Muḥammad al-‘Imrân, t.tp.:
Dâr ‘Alim al-Fawâ`id, t.th.
6. Al-Da` wâ al-Dawâ` Hasil taḥqîq Muḥammad Ajmal al-Ishlâḥî,Jeddah: Majma’ al-Fiqḧ al-Islâmî, 1429 H
7.
Al-Jawâb al-Kâfî li Man Sa`al
‘an al-Dawâ` al-Syâfî aw al-
Da` wâ al-Dawâ`
Maroko: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1997
8. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Diputus pada tanggal 17 Februari 2012
b. Sumber data sekunder
Sumber data pendukung penelitian ini berkaitan dengan sumber
data yang memberikan penjelasan tentang status anak zina dan konsep
qiyâs secara umum. Sumber data seperti ini adalah berbagai kitab fikih dan
ushul fikih yang ditulis oleh ulama lain. Sebagian (kecil) sumber data
kategori ini terlihat pada tabel di bawah.
TABEL I.4
SUMBER DATA SEKUNDER
No Pengarang/Mu`allif Kitab TahunTerbit
1. Al-Syafi’î (w. 204 H) Al-Risâlaḧ 1940
2. Al-Syafi’î (w. 204 H) Al-Umm 1990
3. Al-Juwaynî (w. 478 H) Al-Burḧân fi Ushûl al-Fiqḧ 1399 H
4. Al-Sarakhsî (w. 483 H) Al-Mabsûth 1993
5. Al-Sarakhsî (w. 483 H) Ushûl al-Sarakhsî 1993
6. Al-Ghazalî (w. 505 H) Al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl 1413 H
7. Al-Karkhî (w. 340 H) Ushûl al-Karkhî t.th.
8. Al-Râzî (w. 606) Al-Maḥshûl fi ‘Ilm Ushûl al-Fiqḧ t.th.
9. Ibn Qudâmaḧ (w. 620 H) Al-Mughnî 1968
10. Ibn Taymîyaḧ (w. 728 H)
Al-Muḥarrar fî al-Fiqḧ ‘alâ
Madzhab al-Imâm Aḥmad bin
Ḥanbal
1984
11. Najm al-Din al-Thûfî (w. 716) Syarḥ Mukhtashar al-Rawdhaḧ 1998
12. Al-Isnawî (w. 772) Nihâyaḧ al-Suwal 1343 H
13. Al-Syathibî (w. 790) Al-Muwâfaqât 1997
14. Ibn al-Ḧummâm (w. 861) Al-Taḥrîr fî Ushûl al-Fiqḧ 1351 H
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15. Nûr al-Dîn Mukhtâr al-Khâdimî
Al-Ijtiḧâd al-Maqâshidî;
Ḥujjîyatuḧ, Dhawâbituḧ wa
Majâlâtuḧ
1998
16. Aḥmad al-Raysunî dan MuḥammadJamal Barut
Al-Ijtiḧâd: al-Nash, al-Wâqi’,
al-Mashlaḥaḧ 2000
c. Sumber data tertier
Selain berbagai sumber di atas, sebagai data pendukung lainnya,
berupa data tambahan, juga didapat dari buku-buku, jurnal atau artikel
yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, seperti
jurnal Istiqra`i, Al-Qomm, Hukum lslam, Mimbar Hukum, Bilancia
Mazhab, Jurnal Hunafa dan sumber-sumber lainnya.
3. Analisis Data
Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode
doktrinal-deduktif.93 Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian
sedangkan kata deduktif pada metode penalaran. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini berkonsekuensi pada metode doktrinal, yakni penelitian hukum
dengan ruang lingkup universal. Metode ini dipakai untuk menelaah dan
menganalisis pandangan atau pendapat yang menyangkut pemikiran Ibn al-
Qayyim tentang status nasab anak di luar pernikahan yang sah dan
epistemologinya yang terdapat dalam berbagai sumber di atas.
Karena data penelitian ini dominan berupa teks, maka untuk menelaah
dan menganalisis pandangan atau pendapat Ibn al-Qayyim yang terdapat
dalam berbagai tulisannya, dalam hal ini ada dua “model” kerja yang penulis
tempuh: Pertama, sedapat mungkin menampilkan makna yang dikehendaki
93 Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan daripada penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan
diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Shidarta, Metode
Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. l59.
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oleh Ibn al-Qayyim lewat tulisannya. Hal itu dilakukan dengan berusaha
menempatkan diri pada posisi pemikiran dan perasaan dari produsen teks,
dalam hal ini adalah Ibn al-Qayyim.94 Kedua, di sisi lain, penulis juga
menginterpretasikan tulisan Ibn al-Qayyim untuk kepentingan saat ini. Hal ini
dilakukan dengan membaca pemikiran Ibn al-Qayyim dengan pemikiran dan
perasaan (termasuk situasi sosial) kekinian.95
Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena masalah
status nasab dan qiyâs tidak lepas dari berbagai pendapat ulama ushul fikih
yang antara satu dengan yang lainnya tidak luput dari perbedaan pendapat.
Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, membandingkan antara
pemikiran yang berbeda itu sangat diperlukan. Dengan melakukan analisis
komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan: Pertama, simpulan menyatakan
bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya. Kedua,
simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.96
94 Cara ini lazim disebut dengan hermeneutika intensionalisme (romantic). Tokoh penting
teori ini adalah Friedrich D. E. Schleiermacher dan Martin Heidegger. Menurut teori ini, kerja
penafsir adalah berusaha menempatkan dirinya pada posisi pemikiran, perasaan dari sang
pengarang. Ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak pisah antara dunia penafsir dan dunia
pengarang. Sebab, makna objektif teks hanya bisa ditelusur dari pengarangnya. Produser teks
adalah pihak yang paling sah menafsirkannya, karena dia yang membuat, dan tentu paling tahu.
Lihat: Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta:
Paramadina, 1996), hlm. 148.
95 Cara pamahaman seperti ini lazim disebut hermeneutika gadamerian. Aliran ini digagas
Hans-Georg Gadamer. Menurut aliran ini, ketika teks sudah dilempar di ruang publik, keberadaan
produsernya tidak penting lagi. Karena itu, makna betul-betul tergantung pada pemahaman
pembaca. Lihat: Musholli Ready, Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer, Journal of
Qur‟ân and Ḥadîth Studies –Vol.1, No.1 (2012), hlm. 92-9.
96 Analisis komparasi adalah satu dari dua pisau analisis yang ditawarkan Mestika Zed.
Pisau analisis lain pada penelitian kepustakaan adalah analisis historis yaitu dengan menganalisis
kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi.
Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat
penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mestika Zed, op.cit., hlm. 41.
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Proses analisis dan penafsiran data merupakan suatu proses
berkelanjutan. Ia sudah bisa dilakukan sejak proses pencarian data sedang
berjalan. Tetapi, sebagian besar kegiatannya dilakukan pada pasca kerja
pengumpulan data.97
G. Sistematika Penulisan
Selanjutnya, hasil penelitian akan ditulis secara deskriptif kualitatif. Pada
dasarnya laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu
pendahuluan, isi dan penutup. Setiap bagian dibagi menjadi beberapa bab, sesuai
kebutuhan. Sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagian pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan desain
operasional (DO) penelitian. Bagian ini dibagi menjadi dua bab, Bab I dan Bab II.
Bab I, Pendahuluan, adalah bab yang berisi penjelasan tentang argumen teoritik
dan logik yang jadi pijakan masalah penelitian serta turunan dari masalah tersebut.
Secara garis besar, bab ini dibagi menjadi delapan sub-bab, yaitu: latar belakang
masalah pada sub-bab A, permasalahan pada sub-bab B (terdiri atas identifikasi,
batasan dan rumusan masalah), signifikansi penelitian pada sub-bab C, pada sub-
bab D dijelaskan tentang kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan pada
97 Robert Bogdan & Steven J. Taylor, Pengantar Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan
Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial, Judul Asli: Introduction to Qualitative Research
Mthods A Fhenomenological Approach to The Social Science, Penerjemah: Arief Furchan,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 139-140. Patton, seperti dikutip Moleong, membedakan
analisis dengan penafsiran. Analisis data adalah proses mengatur ururtan data, mengorganisasikan-
nya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sementara yang dimaksud dengan
panafsiran adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan
mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Patton dalam Lexy J. Moleong, Metodologi
Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), cet. Ke-9, hlm. 103.
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sub-bab E, berikutnya pada sub-bab F dijelaskan tentang metode penelitian, dan
terakhir pada sub-bab G dijelaskan tentang sistematika penulisan.
Bab II, dengan judul bab Biografi dan Keilmuan Ibn al-Qayyim. Bahasan
pada bab ini dimulai dengan latar sosial politis Ibn al-Qayyim pada sub-bab A.
Pada sub-bab B diketengahkan latar keluarga dan pendidikan Ibn al-Qayyim.
Berikutnya, sub-bab C, membahas kehidupan, murid dan karya Ibn al-Qayyim.
Kajian khusus tentang metode Ibn al-Qayyim dalam Ushul fikih ditempatkan pada
sub-bab D. Terakhir, sub-bab E, diketengahkan apresiasi ulama terhadap Ibn al-
Qayyim.
Bab III, dengan judul bab Nasab Sebagai Status Orisinal Anak, merupakan
teori terapan dalam penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi sembilan sub-bab, yang
dimulai dari penjelasan pengertian nasab pada sub-bab A. Sub-bab B
mengetengahkan nasab dalam budaya Arab jahiliah. Pada sub-bab C dipaparkan
konsep nasab dalam perspektif Islam. Urgensi nasab dalam perspektif
kemanusiaan dan fikih pada sub-bab D. Sub-bab E memuat tujuan syarak dalam
pemeliharaan nasab. Penyebab munculnya hubungan nasab dikupas pada sub-bab
F. Sementara nasab anak zina dideskripsikan secara khusus pada sub-bab G.
Selanjutnya, cara penetapan hubungan nasab dibahas pada sub-bab H. Bab ini
diakhiri dengan penjelasan berbagai konsekwensi yang muncul dari hubungan
nasab pada sub-bab I.
Bab IV merupakan paparan dari jawaban terhadap pertanyaan penelitian,
dengan judul bab Relevansi Status Anak diluar perkawinan yang Sah menurut Ibn
Al-Qayyim dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sub-bab A akan memuat
deskripsi status anak diluar perkawinan yang sah menurut Ibn al-Qayyim. Dalam
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hal ini, bahasan utamanya berkaitan dengan hubungan hukum anak diluar
perkawinan terhadap orangtua biologisnya. Tetapi, status yang dimaksud tentu
saja tidak sebatas itu; pernyataan dan penetapan anak tersebut bernasab kepada
ayah biologisnya. Karena itu juga dibahas hak dan kewajiban yang muncul dari
penetapan nasab itu, berupa hak dan kewajiban anak terhadap orangtua
biologisnya.
Sub-bab B dari Bab IV akan membahas metodologi yang digunakan Ibn
al-Qayyim dalam penetapan status anak diluar perkawinan yang sah. Secara
khusus, sub-bab ini akan “menguji” konsistensi kesimpulan Ibn al-Qayyim
tentang nasab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di atas dengan ushûl
istinbâth-nya. Dalam hal ini, ada tiga dari delapan ushûl yang dominan digunakan
Ibn al-Qayyim pada penetapan nasab anak diluar perkawinan yang sah ini, yaitu
al-nushûsh, fatwa sahabat dan tâbi’în serta qiyâs.
Sub-bab C merupakan jawaban dari permasalahan ketiga penelitian ini,
yaitu tentang relevansi pendapat Ibn al-Qayyim tentang status anak diluar
perkawinan yang sah dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam hal ini,
hubungan yang hendak ditelusuri berkisar pada tiga hal, yaitu relevansi material,
substantif dan metodologis pendapat Ibn al-Qayyim dengan putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010.
Bagian penutup yang terdiri dari satu bab, Bab V, merupakan pamungkas
dari semua laporan penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan
penelitian pada sub-bab A, implikasi hasil penelitian pada sub-bab B, dan
rekomendasi atau saran-saran pada sub-bab C.
